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PERATURAN DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 08 TAHUN 2004

TENTANG
KEWENANGAN KOTA PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PADANG,
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67

Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota
telah diakui beberapa kewenangan Kota padang;

r

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan untuk melaksanakan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Dalam
Negeri tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Kewenangan Kota Padang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
‘Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Tahun 1999 MNomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran
Megara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3164);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);



Menetapkan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman

Organisasi Perangkat Daersh (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 14, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 4262);

Keputusan Presiden Nomor 44 Tshun 1999 tentang Teknik
Penyusunan  Peraturan Perundang-Undangan dar  Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah,
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70);

10. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan

Pengakuan Kewenangan Kabupaten fKota;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22

Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002

tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

MEMUTUSKAN

t PERATURAN DAERAH KOTA PADANG TENTANG KEWENANGAN KOTA

PADANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.
3

. Daerah adalah Kota Padang;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;

. Pemerintahan Daerah adzlah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Otonom  coleh  Pemerintah Daerah  dan  DPRD menurut  azas
Desentralisasi;

Kewenangan Daerah adaizh hak dan kekuasaan Pemerintah Daersh
untuk  menentukan atau mengambil kebijakan dalam  rangka
penyelenggaraan pemerintahan;

Perangkat Daerah adajah organisasl/lembaga pada Pemeritah Daerah
yang bertanggungjewab kepala Kepala Daerah daizm rangka
penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah,
Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi
Pamong Praja sesual dengan kebutuhan daerah

Pasal 2

Kewenangan Daerah mencakup seluruh kewenangan pemerintahan
rmeliputi bidang sebagai beriket ;

m~eas o

bidang Pertanian;

bidang Peternakan;

bidang Kelautan;

bidang Pertambangan dan Energi;
bidang Kefutanan dan Perkebunan;
bidang Perindustrian dan Perdagangan;

I



Lampiran  :  Peraturan Daerah Kota Padang
Nomor : 08 TAHUN 2004
Tanggal : 12 JUNI 2004
Tentang : KEWENANGAN KOTA PADANG

1. BIDANG PERTANIAN

a. Perencanaan dan Pengendalian :

A e

Perentanaan pembangunan pertanian.

Perencanaan operasional standar pelayanan minimat di bidang pertanian.
Perencanaan program dan proyek pembangunan pertanian.

Perencanaan kerjasama antar wilayah Kabupaten/Kota.

Perencanaan pelaksanaan pembangunan partanian.

Evaluasi kinerja dan dampak pembangunan pertanian,

b. Pengeiolzan Sumberdaya Lahan :

T TUHMAWNE

S

h tn

7
8.

Penetapan tata ruang dan tata guna lahan.

Konservasi tanah dan air serta sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.
Rehabilitasi lahan krisis di kawasan pertanian,

Penetapan sasaran areal,

Pemetaan potensi dan pengelolaan sumberdaya lahan.

Pencegahan alih fungsi lahan beririgasi teknis dan setengah teknis,

emanfaatan Air Irigasi :

Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigast tersier,

Bimbingan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi,

Pemantavan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigast.

Bimbingan teknis pangelolaan sumber-sumber air dan air irigasi untuk budidaya
tanaman.

Evaluasi pengelolaan air irigasi pertanian.

Pembinaan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai  Ajr {P3AY/
Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT).

. Pembinaan teknis konservasi air.

Perencanaan pengembangan sumberdaya air,

d. Pengembangan Sumberdaya Manusia
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Pengeloiaan ketenagakerjaan pertanian.
Pelaksanaan kegiatan pendidikan kedinasan dibidang pertanian,

Pelaksanaan dikiat pegawai sesuat kebutuhan lokalita.

Pengumpulan data dan informasi SDM Pertanian.

Pengkajian SDM pertanian dalam rangka evaluasi dampak kebijakan program
pemtrangunan pertanian,

Pembinaan dan pengembangan diktat yang dikelola petani {Pusat Pelatihan
Pertanian Pedesaan Swadaya/P4S).

. Pelaksanaan pemenuhan akreditasi SPP Daerah/Swasta.

e, Penyuluhan Pertanian ;

1.
2,

B

&

Penetapan kebijakan dan program penyelenggaraan penyuluban pertanian,
Penyusunan, perbanyakan dan penyebaran metoda penyuluhan pertanian dan
materi penyuluban bik dalam bentuk cetakan rmaupun alat elektronik sesuai
dengan kebutuhan Jokalita.

Penumbuhkembangan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani.
Pembinaan dan pengembangan kerjasama kemitraan petani, penyulub, peneiiti,
dan LSM.

Pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh pertanian.

Pernbinaan dan pengelolaan kelembagaan peryuluhban pertanian.
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Pembinaan kepemimpinan petani, wanita tani, dan pemudz tani,
Pergelolaan perpustakaan pertanian
Pengadaan, pengembangan, dan pemeliharazan sarana penyuluhan pertanian.

f. Penelitian, Pengembangan Teknologi Pertanian

1.
2.

3.

4.
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9,
10.
11,
12,

13.
14,
15,
16.
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Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian.

Rekayasa prototipe dan modifikasi alat dan mesin pertanian untuk keperiuan
lokalita.

Pembinaan, supervisi dan akselerasi, aplikast teknologi dalam demonstrasi
penetapan teknologi pertanian spesifik lokasi.

Pemantauan dan pengawasan panerapan teknologi pertanian spesifik lokasi,

- Melaksanakan bimbingan dan pengawasan penerapan teknologi anjuran oleh

petani.

. Melaksanakan pembinaan penerapan teknoiogi,

Melaksanakan demonstrasi pengkajian penerapan teknologi  anjuran  kondisi
spasifik lokalita.

Melakukan kaji uiang alat mesin yang telah direkomendasikan secara periodik.
Melakukan pengawasan teknologi dan penguijian hasil.

Mempelajan temuan-temuan teknologi baru.

Mencatat dan melaporkan perkembangan teknologi pertanian spesifik lokasi.
Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka fisualisasi
penerapan teknologi yang disuluhkan,

Mengidentifikasi data potens! wilayah dan agroekosistem.

Menginventarisasi hasil-hasit penelitian yang dilakukan oleh lembaga penelitian,
Sosialisasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan HAKIL.

Sosialisasi inovasi teknalogi dan bimbingan terapan teknologi di tingkat petani,

Pupuk dan Pestisida

Pelaksanaan perencanaan kebutuhan pupuk.

Pelaksanaan peringatan dini dan antisipasi terhadap kelangkaan pupuk dan
pestisida.

Pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida di tingkat desa.
Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisicla
Pemantauan dan evaluasi ketersediaan pupuk dan pestisida

Bimbingan dan pembinaan pupuk dan pestisida

Pengawasan peredaran, penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan
pestisida.

Alat dan Mesin Pertanian

Perencanaan pengadaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokalit.
Rekomendasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperuan lokalita.
Pembinaan dan pengawasan mutu alat dan mesin pertanian untuk keperluan
Iokalita,

Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.

. Perizinan pengadaan dan peredaran aiat dan mesin pertanian produk lokal dan

atau impaor.

. Bimhingan cara pengoperasian dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian.

Pembinaan dan bimbingan bengkal/pengrajin 2lat dan mesin pertanian.

i. Pembenihan Tanaman

1.
2
3.
4

B

Pambangunan dan pengelolaan Balai Benih milik Pemerintai

. Pembinaan Balai benih milik swasta

Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.

. Pengelolaan, perwelenggaraan dan pengawasan pembibitan/perbenihan dalam

lingkup pertanian. ‘
Pembinaan dan pengawasan perbanyakzn peredaran dan penggunaan benih
besar.



6. Bimbingan dan pemantavan produksi benih.

7. Bimbingan penerapan standar-standar teknis perbeninan  yang meliputi
sarana,tenaga dan metada.

8. Pembinaan dan pengembangan sistim informasi perbenihan,

9. Pemantauan dan evaiuasi mutu benih yang beredar.

10. Pemberian  izin produksi benih,

11. Pengujian dan penyebariuasan benihybibit varietas unggul lokel tanaman pangan
dan holtikultura,

12, Pengaturan penggunaan benih/bibit unggul.

13. Memperbanyak dan menyalurkan mata ternpel dan perbanyakan bibit holtikuitura.

14, Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk sertifikasi benih.

15. Penetapan sentra-sentra produksi.

1. Identifikasi benihy/bibit varietas unggul fokal tanaman pangan dan holtikultura.

17. Pengelolaan, penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan/pembenihan dalam
lingkup pertanian.

18. Kenservasi dan pengelolaan plasma nutfah spesifikasi.

Perlindungan tanaman,

1. Pengamatan, idertifikast, pemetaan, pemberantasan dan analisis dampak

kerugian organisme penganagu tumbuhan,

Bimbingan pengamatan, pemantauan, peramalan OFT kepada masyarakat,

Pangumpuian dan pengolahan data OPT dan aqroklirnat.

Bimbingan jasa perlindungan tanaman.

Penyebaran (nformasi keadaan serangan OPT dan rekomendasi pengendzliannya.

Pengamatan dan pemantauan daerah yang dicurigai sebagai sumber infeksi OPT.

Menetapkan larangan pemasukan dan pengeluaran media pembawa hama dan

penyakit tanaman.

8. Bimbingan pemanfaatan dan pemantauan penggunaan agens hayati,

9. Bimbingan, pengeloiaan dan konservasi agens hayati.

10. Pengawasan penggunaan pestisida.

11. Penetapan areal puso dan atau eksplosi karena Serangan Organisme pengganggu
tumbuhan dan bencana baniir serta kekeringan.

12. Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman.

13, Pengendalian eksplosi hama dan penyakit.

14. Pefaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian,

15. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular
di bidang pertanian.

16. Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan pemberantasan hama dan penyakit
tanaman.

17. Pengelalaan laboraterium hama dan perwakit.

MNAOVRW

. Pembinaan Usaha

1. 8imbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan pengolahan
hasil pertanian.

2. Pernantauan dan pengawasan iembaga sistem mutu produk pertanian.

3. Bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian.

4. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penylmpanan dan
hasil pertanian,

5. Pelaksanaan promosi kamnoditas pertanian.

6. Pengumpulan, pengolahan, pelayanan dan penyebariuasan imfarmasi pertanian.

7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil tanl.

8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola

kerja sama usaha tani.
9. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan  hasil
pertanian,
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Bimbingan pemantavan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha
pertanian.

Pelaksanaan study amdalfUKL-UPL dibidang pertanian.

Himbingan pelaksanaan AMDAL,

Pemberian izin usaha agralndustri,

Pemantauan dan pengawasan izin usaha agroindustri partanian.

Pemberian izin dan pengawasan usaha penggilingan padi

Pemnberian [2in dan pegawasan izin usaha pertanian.

Sarana Usaha,

e

8imbingan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan agribisnis.

Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis,

Bimbingan pemanfaatan kredit agribisnis,

Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro kelurahan.
Pemantauan dan evaluasi penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit.
Pembinaan dan bimbingan terhadap lembaga keuangan mikro kelurahar.

. Ketahanan Pangan.

1
2.
3
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23.

24.
25,

26.

. Pemantauan produksi dan ketersedian/cadangan pangan pemerintah.

Pemantauan, pengkajian, dan pengembangan cadangan pangan pemerintah,

. Koordinasi lintas wilayah dalam rangka kecukupan pangan dan cadangan pangan

pemerintah dan masyarakat,

Fasilitas pelaksanaan, norma dan standar pengembangan distribusi pangan.
Pemantauan, pengkajian, dan pengawasan penerapan standar teknis distribusi
pangan.

Pemantauan dan pengawasan distribusi pangan di wilayah Kota Padang,
Pengaturan, pembinaan dan pengawasan sistern pangan.

Kebijakan pelaksanaan kewaspadaan pangan.

Pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan.,

. Pemantauan dan pemanfaatan hasil pangan produk rekayasa genetik.

. Pengelolaan sistern jaminan mutu.

. Pembinaan perbaikan mutu pangan masyarakat.

. Keordinasi - penanggulangan  kerawanan pangan di  kalangan masyarakat

kelurahar.

. Perumusan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan gejala kekurangan

pangan serta keadaan darurat pangan.

Pengembangan peran serta koperasi dan swasta dalam menanggulangi
kerawanan pangan.

Pengembangan sumberdaya manusia di bidang kewaspadaan dan pengembangan
rmutu pangan siap konsumsi,

Pengkajian, perekayasaan dan pengembangan kelemhagaan ketahanan pangan
di kelurahan.

Penggalangan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan cadangan pangan.
Peningkatan motivasi masyarakat/aparat dalam rangka pemantapan ketahanan
pangan.

Pelaksanan promosi pengembangan bahan pangan lokal dan makanan tradisional,
Gerakan/sosialisasi pengembangan lumbung pangan masyarakat dan stabilisasi
harga pangan masyarakat.

Pemberdayaan kelembagaan petani dalam rangka kelahanan pangan masyarakat.
Penyuluhan dan penerangan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan pada
bngkat rumah tangga.

Pengembangan kemitraan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan
masyarakat.

Peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga permedalan, pemasaran hasil,
dan teknologi dalam rangka gerakan ketahanan pangan masyarakat,

Pemantauan pola konsumsi masyarakat,
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Gerakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber pangan wilayah.
Fasilitas penyuluhan dan pelatihan penganekaragaman konsumsi pangan wilayah.

n. Pengembangan Statistik Dan Sistem Informasi Pertanian.

1.
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Pengumpulan data dan statistik spesifik lokasi serta sistem informasi pertanian
spesifik 1okasi.

Pengumpuizan, pengolaban dan analisis data primer komeditas pertanian dan
sumberdaya alam.

Peramalan dan perhitungan produksi Hasil pertanian.

Diseminasi kepada pemakai langsung.

Pembinaan dan pengelolaan lembaga perstatistikan dan informasi pertanian.
Pengadaan SDM perstatistikan dan sistem infarmasi pertanian.

Pengadaan sarana dan prasarana persiatistikan dan Informasi pertanian,
Perawatan dan evaluasi sistem dan teknologi sistem informasi.

2. BIDANG PETERNAKAN

a. Obat Hewan

1.
2.
3.
4,

Pengawasan peredaran obat hewan ditingkat kics dan pengecer
Pengawasan pernakalan sediaan biologic, farmasetic dan premic
Bimbingan sediaan biologic, farmasetic dan premic

Bimbingan dan pengawasan sediaan biologic, farmasetic dan premic.

b. Pakan Ternak

(1 B b M

Bimbingan produksi dan penggunaan pakan dan bahan baku konsentrat.
Pengawasan mutu pakan konsentrat dan bahan baku dalam pemakaian,
Bimbingan produksi hygiene pakan ternak.

Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.
Bimbingan produksi benil hijauan pakan temak.

¢. Perbibitan Temak.
1. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan  maliputi

o WD 0 ] Ch L b L o
!_lp- - - - - - - -

=
ey

sarana,tenaga keria,muty dan metoda,

Pengawasan peredaran muku bibit.

Pengujian populasi dasar ternak, seleksi dan registrasi ternak bibit.
Pemantauan dan inventarisasl potensi wilayah sumber ternak bibit,
Pemantauan dan pengawasan penyaluran ternak bibit yang dilakukan swasta.
Pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil inseminasi buatan.

Bimbingan kastrasi ternak non bibit.

Pemberian izin produksi bibit.

Bimbingan produksi bibit.

Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.

Bimbingan dan pelaksanaan pengadaan dan atau produksi mudigah, alih
mudigah serta pemantavan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah,
Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yeng dilakukan cleh swasta.

. Produksi temak tokal (lokal spesifik) untuk daerah.
. Pengadaan mani beku ternak produksi dalam negeri.
- Mengeluarkan surat keterangan asal ternak, bibit, ternak, temak potong yang

16.

miasuk dan keluar Kota Padang .
Pengawasan mutu obat hewan dari toko pengecer dan pemakai,

d. Kesehatan Hewan

1. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.
2. Pembangunan dan pengelolaan laboratorium kesehatan hewan Tipe C,
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8.

9.

10.
11

12.

Fembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan
hewan.

Bimbingan, pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar
hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewar.

Pengamatan dan pencatatan kejadian penvakit hewan lingkup daerah.

Penyidikan efidemiologi penyakit hewan parasiti, bakteriawi, virus dan penyakit
hewan lainnyz.

. Pamantauan penyakit hewan.

Pemantauan dan pengawasan penerapan standar-standar teknis pasar hewan dan
unit-unit pelayanan kesehatan hewan.

Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.

Memantay dan melzksanakan pengobatan penyakit hewan oleh bahteri hewan
mandiri.

Melaksanakan bimbingan teknis pengobatan penyakit hewan program pemerintah
dan masyarakat peternak.

Mengeluarkan surat keterangan kesehatan hewan

g, Penyebaran dan Pengembangan Peternakan,

1.

2,
3

Bimbingan dan pengawasan penyebaran dan pengembangan serta redistribusi
ternak.
8imbingan dan pengawasan pengembangan ternak.

. Penyebaran dan pengembangan sarta redistribusi tarnak pemaerintah.

f. Pemberian Perizinan

A ARl

Femberian izin usaha peredaran obat hewan di tingkat depo, toka, kios dan
pengencer.

Pemberian izin produksi bibit.

Pemberian izin usaha peternakan,

Pemberizn izln laboratorium kesehatan hewan,

Pemberian izin usaha Rumah Sakit [ Klinik Hewan.

Pemberian izin usaha RPH/RPU kecuakl untuk ekspor-impor.

3. BIDANG KELAUTAN.

A, SUB BIDANG KELAUTAN

1,

Menetapkan kebifakan dan perencanaan pengelolaan wilayah dan sumber daya
kelautan dan perikanan di wilayah pengelolaan laut daerah untuk kemakmuran
rakyat,

M:r‘:retapkan tata ruang laut di wilayah laut daerah sesuai dengan peta potensi
lzut.

Menetapkan kebijakan pemanfastan dan pengawasan witayah dan sumber daya
laut di daerah.

Menetapkan kebijakan dan perencanaan pengelofaan pulau-pulau kecil dengan
memperhatikan aspek konservasi.

Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang Kelautan dan Perikanan,
Melaksanakan pengawasan dan perlindungan wilayah dan sumber daya laut dari
kerusakan dan pencermaran,

Memberikan jaminan terselenggaranya pemanfaatan dan pengawasan dart sumber
daya kelautan sesuai dengan hukum Nasfonal dan kenvensi Internasional.
Memelihara keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di wilayah laut
dagrah.

Menyelenggarakan sistim perizinan terpadu pemanfaatan wilayah dan sumber
daya kelautan,



10. Mensosialisasikan kebijakan kelautan dan peraturan perundang-undangan bidang
kelautan dan perikanan.

11. Melaksanakan koordinasi dengan daerah lain terutama dengan pembatasan dalam
rangka pengelolaan laut dan perikanan terpadu.

12. Melaksanakan pemetaan potensi wilayah dan sumber daya kelautan dan
perikanan.

13. Penyelenggaraan riset dan teknalogi bidang kelautan dan perikanan.

SUB BIDANG PERIKANAN

1. Merencanakan pembangunan perikanan lingkup daerah.

2. Memantau dan mengawasi melaksanakan pembangunan perikanan.

3. Pengkafian dan evaluasi dampak melaksanakan kebijakan dan program
pembangunan perikanan .

4. Merencanakan dan melaksanakan PEngawasan penyelenggarsan tugas-tugas

umum pemerintahan dan pembangunan perikanan.

Memantau dan menindaklanjutt hasil pengawasan penyelenggaraan tugas-tugas

urnum pemerintah dan pembangunan.

Memberikan bimbingan teknis pengembangan lahan konservasi tanah air dan

rehabilitasi ahan kritis di kawasan pertkanan.

Menetapkan sasaran areal dan lokast kegtatan pengembangan lahan, rehabilitasi

lahan kritis dan konservasi perairan.

Pemetaan potensl dan pengelolaan sumber daya lahan dan air.

Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian eradikasi, analisis dampak

kerugian organisme pengganggu tumbuhan dan bimbingan kepada masyarakat

petani dan nelayan.

10. Mengamati, mengidentifikasi, pemetaan, pengendalian dan memberikan
bimbingan cara penanggulangan hama dan penyakit ikan.

11. Menutup dan membuka kembalj wilayah wabah,

12, Menetapkan pemantauan dan pengawasan kawasan karantina,

13. Membangun dan mengeloa laboratorium.

14. Memberikan bimbingan dan pemanfaatan irigasi pedesaan.

15. Menetapkan pemanfaatan Iahan tata ruang dan tata guna lahan perikanan,

16. Memberikan - bimbingan eksploras’, eksploitasi, konservasl, rehabilitasi dan
pengelolaan sumber daya alam hayati.

17, Konservasi dan pengelolaan plasma nuftah spesifik lokasi sebatas wilayah laut
daerah.

18. Eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut sebatas wilayah
laut daarah.

19. Mengawasi pernanfaatan sumber daya ikan sebatas wilayah laut daerah.

20. Memberikan bimbingan penerapan standar-standar teknis dan  sertifikasi
perbenihan meliputi sarana, tenaga kerfa, mutu dan metade.

21, Mengawasi peredaran mutu benih dan memberi bimbingan produksi,

22. Memberikan izin produksi benih ikan.

23. Mendistribusikan dan mengelola induk pokok.

24. Membangun dan mengelola Balai Benih Ikan {BBI) Lokal.

25. Memberikan bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah jkan,

26. Mengawasl mutu pakan dan bahan baku pakan dalam peredaran.

27. Memberikan bimbingan peredaran, penggunaan dan pemusnahan pestisica,

28. Memantau, mengawasl dan menangguiangi dampak, peredaran, penggunaan dan
pemusnahan pestisida.

29. Memberikan izin penggunaan pestisida dan pemberian rekomendasi pembuatan,
peredaran, penyimpangan dan pemusnahan pestlsida.

30. Sertifikasi penggunaan pestisida.

31. Meryusun rencana kebutuhan dan pengadaan alat dan mesin perikanan.

32, Memantau produksi, peredaran dan penggunaan alat dan mesin perikanan,

33. Menyusun klasifikasi afat dan mesin perlkanan.
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34. Mendemonstrasikan dan mengkaji terap alat dan mesin perikanan

35. Menyebarkan prototipe alat dan mesin perikanan yang telah direkomendasikan
pada petani.

36. Mengawasi mutu, membimbing penggunaan alat dan mesin perikanan serta
bengkel alat dan mesin perikanan,

37. Membangun dan mengelola Unit Pengernbangan Motorisas] Bertahap (UPMB).

38. Peramalan dan perhitungan produksi hasit perikanan.

39. Membimbing dan mengawasi penggunaan pupuk dan alat pakan di tingkat petani
ikan.

40. Memantau dan mengawasi pengadaan dan peredaran pupuk dan atau pakan.

41. Memberikan kebijakan pengadaan pupuk dan atau pakan,

42, Mengawasi kapal perikanan sampai dengan 10 GT,

43. Mengawasi standar teknis kapal perikanan sampai dengan 10 GT.

44. Merekomendasikan pembangunan kapal perikanan sampai dengan 10 GT.

435, Membangun dan mengelola Pangkalan Pendaratan Tkan (PP1).

46. Menyelenggarakan dan mengawasi pelelangan ikan,

47. Memantau dan mengawasi penggunaan Pangkalan Pendaratan Ikan {PPI}.

48. Membangun dan memelihara jaringan irigasi tambak.

49. Memberi bimbingan teknis pengelola air irigasi untuk budi daya perikanan.

50. Mengevaluasi pengelolaan air irigasi perikanan,

1. Memberi bimbingan teknis pengetofaan sumber air dan air irigasi.

52. Membangun, mengelola dan merawat Pasar Ikan.

53. Memantau dan mengawasi cperasional Pasar Ikan.

54. Memantau dan mengawasi penerapan standar-standar teknis Pasar Ikan.

55. Memberi izin peredaran cbat ikan,

56. Memantau dan mengawasi izin usaha.

57. Memberi izin usaha penangkapan ikan pada perairan laut sampai dengan 4 mil
{kapal tanpa motor, motor luar, mator dalam sampai dengan 10 GT).

58. Memberi izin usaha pembudidayaan ikan budid ikan di air tawar dan air
payau).
59. Mempberi izin usaha pembudidayaan [kan di laut sampai dengaa 4 mil.

60. Memberi bimbingan penerapan standar-standar teknis pembinaan mutu dan
pengolahan hasil, pemasaran, kelembagaan usaha, pelayanan dan perizinan
usaha. '

61. Memantau dan mengawasi iembaga sistim mutu,

62. Memberi bimbingan peningkatan mutu unit pengelohan, alat transportasi, unit
penyimpanan dan hasil perikanan.

63. Melaksanakan promosi kormoditas perikanan.

64. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis, pelayanan dan menyebarluas kan
informasi pasar produk perikanan.

05. Memberi bimbingan analisis usaha tani dan memasarkan hasil perikanan.

&6. Memberi himbingan kelembagaan usaha tenl, manajemen usaha perikanan dan
pencapaian pola kerjasama usaha perikanan,

67. Memberi bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan
hasil.

68. Memberi bimbingan, memantau dan memeriksa hygienitas dan sanitasi lingkungan
usaha perikanan.

6%, Menetapkan pengeluaran dan pemasukan bahan panen asal ikan dan hasil bahan
pangan asal ikan.

70. Memantau dan mengevaluasi pengawasan mutu hbahan pangan asal ikan dan hasil
bahan pangan asal ikar.

71, Memberi bimbingan pengadaan, pengelolaan dan distribusi pangan dan bahan
pangan asai ikan.

72. Menganalisa dan menangguiangi residu Bahan kimia komoditi hasil perikanan.

73. Mengawasi/mameriksa laju lintas ikan hidup dari atau kewilayah daerahnya,

74, Menyusun ketenagakerjaan perikanan daerah,

75. Melaksanakan kegiatan pendidikan kedinasan,



76. Melaksanakan diklat petugas sesuai kebutuhan lokalita,

77. Melaksanakan kegfatan penyuiuhan perikanan,

78, Membina dan mengembangkan diklat yang dikelota petani/nelayan (P45).

79. Membina dan mengembangkan kerjasama kemitrazn petani/nelayan, penyuluhan,
peneliti dan pengusaha.

80. Mengumpulkan data dan informasi SDM perikanan daerah.

81. Menyusun program penyuiuhan perikanan daerah (BIPP dan BPP).

82. Melaksanakan mimbar sarasehan daerah.

83. Mendemonstrasikan teknologi perikanan spesifik lokasi.

84. Memberi bimbingan penerapan teknologl perikanan spesifik lokasi,

85. Memantau dan mengawasi penerapan teknelogl perikanan spesifik lokasi.

86. Mengumputkan, mengolah, menganalisis data dan stabistik serta informasi
perikanan.

87. Mengoperasionalkan pergumpulan data primer komoditas perikanan dan sumber
daya.

88. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang
kelgutan dan perikanan yang waijib dilakukan oleh daerah.

89. Pemberfan izin dan pengawasan penanganan rumpon di wilayah pesisir
kewenangan daerah,

90. Memfasilitasi penwyelenggaraan inport-eksport menurut peraturan perundang-
undangan yang baku.

91. Pengelclaan dan pengawasan pesisir pantal terhadap hutan bakau dan terumbu
karang.

92. Mengembangkan pembangunan pemukiman nelayan.

4. BIDANG PERTAMBANGAN DAN ENERGI
1. SUB BIDANG PERTAMBANGAN UMUM
A. Pengelclaan Air Bawah Tanah

i. Meiaksanakan pengelolaan air bawah tanah sesuai kebijakan, pedoman,
prosedur, standar, norma, persyaratan, dan kriteria di bidang air bawah tanah.

4. Melakukan inventarisasi dan perencanaan pendayagunaan air bawah tanah
dalam rangka pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan air bawah tanah
dan atau mata air,

3. Menyiapkan kelembagaan, sumberdaya manusia, pengusahaan dan
pembiayaan yang mendukung pendayagunaan dan pelestarian sumberdaya air
bawah tanah.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian, pengawasan pengelolaan dan
konservasi air bawah tanah.

5. Mengatur peruntukan pemanfaatan air bawab tanah danyatau mata air.

6. Memberikan izin eksplorasi air bawah tanah, izin pengeboran (SIP), izin
pengambilan air bawah tanah (SIPA), izin penurapan (SIP), dan izin
pengambilan mata air {SIPMA),

/. Memberikan izin juru bor (SDIB) air bawah tanah.

8. Memberikan jzin perusahaan pengeboran air bawah tanah (SIPPAT).

D. Menetapkan dan mengatur sistern jaringan sumur pantau dalam seotu
cekungan air bawah tanah.

10. Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi air bawah tanah dan/atau
mata air dalam wilayahnya.

11. Mendororg peran masyarakat dalam kegiatan perencanaan pendayagunaan,
dan pengendallan setta pengawasan dalam rangka konservasi air bawah
tanah.

B. Inventarisasi Energi Dan Sumberdaya Mineral



1. Mefaksarakan pengumpulan, pencatatan, analisis dan evaluasi aata dan

informasi primer  hasil penyelidikan umum  dan eksplorasi energi  dan
surﬂnbemaya mineral non migas pemerintah daerah skala lebih besar 1
100.000.

Melaksanakan pengumpuian, pencatatan, analisis dan evaluasi data dan
informasi sekunder hasil kegiatan instansi terkait dan perusahaan di bidang
pertambangan umum di dasrah.

Melaksanakan pengelolaan sistem informasi energi dan sumberdaya mineral
non migas di deerah/Bank Data Energi dan Sumberdaya Mineral Daerzh.
Menyampaikan {aporan hasil kegiatan inventarisasi energi dan sumberdaya
mineral dan non migas di daerah kepada Pemerintah melalui Departemern

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Departemen Enerai dan Sumber Daya
Mineral,

. Survey Dasar Geolagi

Melaksanakan survei dasar geologi dan tematik skala iebih besar atau sama
dengan 1 : 50,000.

. Penangqulangan Bencana Alam Geologi

1.

2.

Membuat peta zona kerentanan gerakan tanah skala lebih besar dari skala 1 :
250.000.

Pemaritauan bencana gerakan tanah.

. Pengelolaan Kawasan Kars

1. Melakukan inventarisasi kawasan kars.
2.
3. Membuat peta klasifikasi kawasan kars skala lebih besar atau sama dengan

Melakukan penyelidikan untuk menentukan kiasifikasi kawasan kars.

skaia 1 : 100.000.

. Pengelolaan Pengusshaan Pertambangan Umum {termasuk Wilayah Laut Sampai
4 Mil

a.

b.

Pertambangan Umum {KP)

[2in/KP Penyelidikan Umum

[zin/KP Eksplorasi

Izin/KP Eksploitasi

[zinfKP Pengolahan dan Pemurnian

1zin/KP Pengangkutan/Penjualan

Izin/KP Penugasan

Perpanjangan Izin/KP Penyelidikan Umum
Pempaniangan [zin/KP Eksplorasi

. Perpanjangan Izin/KP Eksploitasi

10. Perpanjangan [zin/KP Pengolahan dan Pemurnian
11. Perpanjangan Izin/KP Pengangkutan/Penjualan
12. Peningkatan KP Penyelidikan Umum ke KP Eksplorasi
13. Peningkatan KP Eksplorasi ke KP Eksploitasi

14, Pembatalan Penyelidikan Umum

15. Pembatalan Eksplorasi

16. Pembatalan/Pengakhiran KP Eksplorasi

17. Pembatalan Izin/KP Pengolahan dan Pemurnian
18, Pembatalan Izin/KP Pengangkutan/Penjualtan

DN AN
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Pertambangan Umum (KK/PKP2B)
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Persetujuan Prinsip Aplikasi

Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan

Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
Persetujuan Tahap Keglatan Eksplorasi
Persetujuan Tahap Keglatan Konstruksi
Persetujuan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan
Persetujuan Tahap Keglatan Operasi/Produksi
Pernbatalan / Terminasi

. Perpanjangan Surat izin Penvelidikan Pendahuluan
10. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
11, Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi

12. Perpanjangan Persetujuan Tahap Kegiatan Konstruksi
13. Perpanjangan Tahap Studi Kelayakan

14. Perpanjangan Tahap Kegiatan Operasi/Produksi
15, Pembatalan / Terminasi

-

NP W e

W0 00

. Rekornendasi / Persetujuan / Izin Non Inti

-

Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP)

Surat Izin Bekerja Eksplorasi

Surat Izin ProduksifTambang Percobaan

Surat Izin Pengiriman Contoh (Bulk Sampling)

Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WFR)

Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Penyelidikan Umum

Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Eksplorasi

Perubahan Batas/Luas Wilayah KP Eksploitasi

9. Pemindahan KP

10. SuspensifPenundaan Kegiatan

11. Persetujuan Rencana Kerja dan Biaya serta Persetujuan Perubahannya

12. Izin Usaha Jasa Pertambangan

13. Persetufuan Perubahan Pemegang Saham

14. Persatujuan Perubahan Mitra Kerja Aslng dan Nasional

15. Persetujuan Pencairan Security Deposit

16. Persetujuan Pencairan Jaminan Kesungguhan

17. Persetujuan Kontrak Jual Beli Hasil Tembang Bagi Perusahaan yang
beraflilasi.

18. Rekomerdasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan.

19, Rekomendasi Perubahan Investasi

20. Rekomendasi Konsolidasi Biaya

21, Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja {RPTKA}

22, Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing

23. Rekomendasi Barang Modal

24. Rekomendasi Re-Ekspor Barang/Perzlatan

25. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal

26. Rekomendasi Impor Barang/Peralatan Dengan Fasilitas OB 23.

27. Rekomendasl Survey Clearance Survey Udara

28. Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang.

29. Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang.

30. Pengujian Kelalkan dan Pemberian Izin Operasi Kapal Keruk / Kapal Hisap.

31. Pemeriksaan Kelalkan dan Pemberian I2in Gudang Bahan Peledak

32. Pengujlan Kelaikan Tangki dan Pemberian Izin Penimbunan Bahan Bakar
Cair.

33, Pengujian Kelatkan dan Pemberian Izin Alat Angkut Orang {Derek).

34. Pengujian dan Rekomendasi Kelaikan Pabrik Zat Asam dan Asitelin.

35. Penguijian dan Persetujuan Modifikasi Alat Tambang

36. Pengesahan Kepala/Wakil Kepaia Teknik Tambang.

R
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37. T2in Juru Ledak (Kartu Izin Meledakkan)

38. Persetujuan Ketingglan dan Kemiringan Jenjang Galian Tambang dan
Timbunan Cverburden, Tailing, Bahan Tokslk dan Bahan Galian.

39. Persetujuan Kerangka Acuan .

40, Persetujuan Amdal

41, Persetujuan RKL dan RFL

42. Persebujuan UKL dan UPL

43, Persetujuan Revisi Amdal, UKL dan LIPL.

¢. Tugas Evaluasi dan Persetujuan

Rencana Kerja dan Biaya Tahunan Pemegang KP/KK/PKPZB
Laporan Triwular dan Tahunan
Laporan Eksplorasi Lengkap
Lapcran Studl Kelayakan
Laporan Amdal atau UKL-UPL
Rencana Penutup Tambang
Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pernantauan Lingkungan Pada Tahap
Suspensi
Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Pasca Tambang,
Laporan Triwulan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Masa Suspensi.
. Lapuran Kinerja Pengeloiaan Lingkungan :
Rencana Tahunan Pengelclaan dan Pemantauan Lingkungan.
- Rencana Reklamas! untuk Penetapan Jaminan Reklamasi
- Laporan Triwulan Realisasi Pengelol2an dan Pemantauan Lingkungan.
- Laporan Semester Penggunaan Lahan
- Laporan Tahunan Realisast Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
- Laporan Realisasi Reklamasi untuk Pelepasan Jaminan Reklamasi.
- Lapeoran Terjadinya Kasus Lingkungan.
Laporan Penanganan / Pengendalian Xasus Lingkungan.
11. Lapnran Kemajuan Reklamasi
12, Jaminan Reklamasi
13. Evaluasi Laperan K-3 Perusahaan

NoOw AN
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e, Pembinaan dan Pengawasan

1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan
2. Lingkungan :

- Inspeksi Rutin;

- Inspeksi Terjadinya Kasus Lingkungan;

- Pengujian Kelayakan Prasarana-Sarana;

- Pengujian Kualitas Lingkungan,

Eksplcrasi

Konservasi

Penggunaan Tenaga Kerja

Produkasl

Barang Madal

Pelaksanaan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.
Investasi, Divestasi dan Keuangan

10. Penerapan Standard Pertambangan

11. Jasa Pertambangan

12. Inspeksi Kasus Lingkungan

OO MO U R W

SUB BIDANG MINYAK DAN GAS BUMI {(MIGAS)
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9.
10.

Persetujuan penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau Wilayah Kerja
Kontraktor untuk kegiatan lain di Luar Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
Rekomendast prosedur penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan
minyak dan gas bumi.

Izin pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak di daerah operasi dataran
dan di daerah operasi 12 (dus belas) mil laut.

1zin pembukaan Kantor Perwakilan perusahaan di Sub Sektor minyak dan gas
bumi.

Rekomendasi lokasi pendirian kilang.

Izin pendirian depot lokal

Izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum {SPBU)

Izin pemasaran Jenis-jenis Bahan Bakar Khusus {BBK} untuk mesin 2 {dua)
langkah.

Izin pengumpulan dan penyaluran pelurmas bekas.

Persetujuan Surat Keterangan Terdaftar Perusahaan Jasa Penunjang kecuali
yang bergerak di bidang fabrikasi, manufaktur, konsultan dan teknalagi tinggi.

III.  SUB BIDANG LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI (LPE)

1.

Menyusun Rencana Umum Ketenaga listrikan Daerah

Mengumpulkan dan mengolah data kelistrikan daerah.

Membuat prakiraan kebutuhan tenaga listrik daerah.

Membusat prakiraan kebutuhan investasi penyediaan tenaga listrik daerah.

Menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Daergh.

Menyampaikan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah kepada Pemerintah

dan Gubernur,

Menyelenggarakan Perizinan Usaha Ketenagalistrikan

a. Mempreses permohonan izin usaha ketenagalistrikan yang meliputi :

- Usaha ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum, vyang fasilitas
Instatasinya tidak terhubung dengan grid nasional yang wilayah usahanya
di Daerah,

- Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Sendiri, yang fasilitas
instatasinya wilayah Daerah.

- Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di dalam
wilayah Daerah,

b. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi  atas
pelaksanaan usaha dari pemegang izin.

C. Melakukan evaluasi atas laporan pelaksanazn usaha darl pemegang izin,
yang meliputi aspek teknis, keselamatan/keamanan, pelayanan dan
lingkungan.

d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan perizinan kepada Permerintah dan
Gubernur,

PEOoTw

. Melakukan penegakkan hukum dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan di

Daerah.

Kegiatan :

2. Melakukan pengawasan atas ditaatinya peraturan perundang-undangan di
bldang ketenagalistrikan,

b. Melakukan penyidikan atas tindak pidana di bidang ketenagalistrikan.

Melakukan pengawosan atas diteatinya standar/persyaratan/norma teknik

dan lingkungan di bidang ketenagalistrikan.

d. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan energi.

e. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penegakan hukum, pengawasan
dan pambinaan kepada Pemerintah dan Gubernur.

Menyelenggarakan Kebijakan Program Pemerintah di bidang Pemanfaatan

Energi.

regiatan :

o

13



a. Menyusun program Pemerintah Daerah dalam bidang energi, yaitu program
diversifikasi energi, intensifikasi energi, konservasi energi dan program
pemanfaatan energi yang berwawasan lingkungan dalam rangka menunjang
kebijakan Pemerintah Daerah di bidang energi.

b. Menyusun program Pemerintah Daerah di bidang energi.

c. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data sumber energi dan

pemanfaatan energi daerah.

Menyelenggarakan penyuluhan di bidang energi.

e, Menyampalkan laporan pelaksanaan penyelenggaraan program  dan
penerapan kebijakan energi kepada Pemerintah dan Gubemur,

a

5. BIDANG KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
A. SUB BIDANG XKEHUTANAN

1. Penyelenggarsan pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha
pemanfaatan jasa lingkungan (ant2ra lain wisata atem, pemanfaatan air,
pemanfaatan kelndahan dan kenyamanan), izin usaha pemanfaatan hasll hutan
kayu dan bukan kayu serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu pada
hutan lindung dan hutan produksi,

2. Penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa
lingkungan dan izin usaha pemungutan hasil hutan bukan kayu pada kawasan
hutan Endung.

3. Penyelenggaraan inventarisasi terestrls dan pemetaan hutan dalam kawasan

hutan praduksl dan hutan {indung Daerah,

Penyelenggaraan tata batas kawasan hutan, rekonstruksi dan penataan batas

kawasan hutan preduksi dan hutan lindung Daerah.

Penyelenggaraan pembentukan taman hutan raya dan hutan kota.

Pengelolaan taman hutan raya dan hutan kota.

Penyelenggaraan pengurusan lahan kritis dan peningkatan produktivitas iahan.

Pengesahan rencana pemanfaatan RKT, RKL dan RKPH,

Penyelenggaraan hutan hak (hutan rakyat) dl Daerah.

1D Penatausahaan hasll hutan,

11. Pemungutzn dan penatausahaan Iuran IzZin Pemanfaatan Hutzn (IIUPH), Dana
Reboisasi (DR}, Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), Dana Jaminan Kinerja dan
Dana Investasl Hutan.

12. Pengesahan Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industr (RPBI) pengolahan hasil
hutan bagi Industri Pengelahan Kayu Hulu (IPKH) yang sumber bahan bakunya
berasal dari Daerah.

13. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan hutan dan tata usaha hasil
hutan serta Tata Usaha Iuran I[zin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), Dana
Reboisasi (DR), Provisi Sumber Dava Hutan (PSDH), Dana Kinerja dan Dana
Investasi Pelestarian Hutan.

14, Penelitian hasil hutan ilegal.

15. Pembinaan penggunaan benih, pupuk dan pestisida untuk tanaman kehutanan,

16. Pencegahan dan pemberantasan hama penyakit pada hutan tanaman,.

17. Penyelenggaraan penyuluban kehutanan.

18. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan pada hutan produksi dan hutan
lindung.

19. Rehabilitasi hutan mangrove di dalam dan di luar kawasan hutan kecuali pada
kawasan hutan konservasi.

20. Penyelenggaraan perizinan dan pengaturan pengelolaan sarang burung walet di
hutan lindung,

21. Penyelenggaraan pengelolaan perabahan.

22, Penyelenggaraan pengelolaan persuteraan alam.

23. Penyelenggaraan penghilauan dan konservasi tanah dan air.

-
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24, Pg_nyelenggaraan perizinan dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak
dilindungi peraturan perundang-undangan dan yang tidak termasuk dalam daftar

appendix Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (CITES),

25. Pelatihan keterarnpilan masyarakat di bidang kehutanan,

26, Penyelenggaraan pengamanan dan penanggulangan bencana kebakaran pada
kawasan hutan.

27. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan hasif hutan.

28. Pelaksanaan inventarisasi  dan identifikasi  wilayah pengeiolazn  hutan
kemasyarakatan,

29, Pemberfan izin kegiatan hutan kemasyarakatan.
30, Perencanaan Pembangunan Kehutanan,

31. Pengendalian gangguan keamanan hutan, perlagangan iiar, pengembalaan liar,
kebakaran hutan, dan gangguan keamanan hutan fainnya.

B. SUB BIDANG PERKEBUNAN

a. Perencanaan dan Pengendalian

1. Penyusunan rencana perkebunan,

2. Penyusunan perwilayahan, design, pengendalian fahan dan industri primer
bidang perkebunan.

3. Penyelenggaraan pembentukan dan perwiiayahan areai perkebunan.

4. Penyusunan perencanaan program dan proyek pembangunan perkebunan
Kota.

5. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemataan kebun,

6. Penetapan kawasan pertanian terpadu Daerah.

b. Parbenihan

1. Pembangunan, pengelolaan dan pembinaan Bafai Benih.

2. Pemberian izin usaha penangkaran benih bina perorangan.

3. Penilaian berkala terhadap izin usaha penangkaran benih bina perorangan /
swasta { oroyek,

4. Pelaksanaan sertifikasi benih/bibit,

5. Pembangunan dan pengelofaan blok penghasil tinggi berih bina,

8. Pengadaan Benih Pgkok (SS) dan Benih Sebar {ES) tanaman perkebunan
(semusim).

7. Penerapan standar teknis perbenihan/pembibitan yang meliputi sarana, tenaga
dan metode,

8. Pengembangan sistemn informasi perbenihan.

9. Pemantauan dan evaluasi produksi benih/bibit, muty benih/bibit dan varietas

komaoditas.
c. Pupuk dan Pestisida

Pengujian jenis pupuk untuk kebututtan komoeditas dan lokasi.

Penyuluhan penggunaan pupuk.

Perhitungan rencana kebutuhan pupuk.

Pemantauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan penggunaan pupuk,
Pengembangan sistem informasi perpupukan,

Penguijian daya efektivitas pestisida.

Penyuluhan penggunaan dan pemusnahan pestisida.

Pemantauan dan evaluasi pengadaan, peredaran dan penggunaan serta
permusnahan pestisida.

e Bl el
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9.

Pemantauan dan  evaluasi dampak penggunaan pestisida, serta
penanggulangannya.

10, Pengembangan sistem informasi Penggunaan dan peredaran pestisida.

. Alat dan Mesin

1.

el

3.

1.

w

N s

8.

1.

el
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6.
7

8.
9.

Pengkajian daya dukung alat dan mesin terhadap potensi pengembangan
perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian.

Penyusunan rencana kebutuhan dan identifikasi alat dan mesin.

Penyuluhan penggunaan alat dan mesin.

Pen‘r_antauan dan evaluasi pengadaan, distribusi dan panggunaan alat dan
masin.

Pengembangan sistem informasi penggunaan dan peredaran alat dan mesin

Perizinan Usaha

Pengumputan dana penvebaran data dan informasi perwilayzhan komoditas
termasuk kawasan industri masyarakat perkebunan (KIMBUN) di daerah
regional dan nasfonal.

Pengumpulan dan penyebaran data dan informasi supply dan demand
produksi komaditas di daerah regional dan nasional.

Bimbingan pelaksanaan persyaratan teknis, sosial, ekonomis dan ekologis
uszha agribisnis perkebunan.

Kerjasama dan kelembagaan usaha agribisnis perkebunan.

Perhitungan potensi pendapatan asfi daerah dari usaha perkebunan,
Pamberian izin usaha perkebunan.

Pemantauan dan evaluasi permohonan, pemberian izin dan pelaksanaan
kegiatan usaha perkebunan.

Pengembangan sistem informasi perizinan usaha perkebunan,

Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pengkajian daya dukung pengofahan hasil industri primer dan fanjutan untuk
komoaditas perkebunan bekerjasama dengan lembaga penelitian.

Penyusunan pohon industri untuk komoditas perkebunan.

Penyuluhan potensi penggunzaan unit pengolahan hasil.

Pemberian izin pengoperasian unit pengolahan hasil dikaitkan dengan izin
usaha perkebunan mencakup hubungan equivalensi kapasitas praduks dengan
ivasan areal pengusahaan kebun dan industrinya.

Pemantauvan dan evaluasi permohonan, pemberiant izin dan pengaperasian
unit pengolahan hasil industri perkebunan.

Penyelenggaraan pengembangan rekayasa teknologi pengoiahan  hasil
perkebunan.

. Pengumpulan data dan informasi pasar {lokal-regional-nasional-internasional)

komoditas perkebunan.

Peryebaran data dan informasi pasar komoditas perkebunan.

Analisis dan evaluasi data dan informasi pasar (lokal-regional-nasional-
internasional) komoditas perkebunan.

10. Analisis dan evaluasi formula harga dasar komeditas perkebunan.
11.Promosi komoditas perkebunan mefalui kerjasama dan kelembagaan lokal-

regional-nasional dan internasional.

g. Perlindungan Perkebunan
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- Pemantauan, pengamatan, peramalan dan Pengendalian Organisme

Pengganggu Tumbuhan {OPT), Pengendalian Hama Terpadu (PHT), bencana
alam dan gangguan usaha perkebunan,

Pemetaan pengendalian OFT, PHT, bencana alam dan gangguan usaha
perkebunan,

Penyuluhan pengendalian dan penanggulangan OFT, PHT, penanggulangan
bencana alam dan gangguan usaha perkebunan,

Penerapan teknologi pengandalian OPT dan PHT,

Pemantauan penggunaan pestisida.

Pemanfaatan dan pemartauan penggunazn agens hayati.

Peretapan areal yang terkena eksplosi serangan OPT, bencana banijir,
kekeringan, kebakaran serta analisis kerugiannya.

Pengendalian eksplosi hama dan penyakit.

Penyediaan dukungan sarana pengendalian eradikasi tanaman dan bagian
tanaman.

10. Pengembangan sistem infarmasi pertindungan perkebunan.
11.Penyelenggaraan korservasi sumber daya alam hayati dan ekosistamnya,

pengaweatan dan pemanfaatan secara lestar,

Sumber Daya Manusia
1.

Penyusunan identifikasi kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja perkebunan
baik di tingkat lapangan maupun staff.

2. Pemberdayaan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan.

3. Pengembangan karir staff,

4. Pengembangan kesejahteraan teraga kerja,

5. Pengembangan sistem informasi sumber daya manusia perkebunan.

6. Pelaksanaan kursus/pelatihan.

Budi Daya

1. Penyusunan rencana rehabilitast, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi

2.

Bw N

usaha tani.

Penyuluhan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
usaha tani,

Pefaksanaan kegiatan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi
usaha tani.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi
dan diversifikasi usaha tani.

Pengembangan sistem informasi rehabilitasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan
diversifikasi usaha tani.

Penyuluhan

Percobaan penelitian,

Penyusunan dan penyebaran brosur, leaflet, buku, majalah, tabloid, media
elektronik dan media komunikasi lzinnya mengenai perkebunan,

Pembuatan demonstrastion plot,

Menyelanggarakan ceramah, pertunjukan, pameran, sayembara. Lomba dan
perpustakaan.

Penyusunan rencana dan kebutuhan penyuiuhan.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyulehan.

k. Dats dan Statistik
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1. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan anallsis serta penyajian data
dan informasi perkebunan,

2. Melaksanakan sistem informasi manajemen perkebunan dan sistem informasi
geografis perkebunan.

6. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Penyusunan rencana/program pembinaan  dan pengembangan industri  dan
perdagangan.
2. Penyelenggaraan pembinaan/pengembangan usaha industri dan perdagangan sesuai
dengan potensi Daerah, termasuk bimbingan industr agro hasil pertanian.

3 SEm;ntauan dan pendataan aspek harga dan non harga terhadap lalu lintas barang
an jasa,

4. Bimbingan teknis di bidang usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri.

5. Bimbingan dan penyuluhan pada keglatan perdagangan berskala kecil dan menengakh,

6. Pemberian Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industsi.

7. Pemberian dan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

8. Mendorong penyelenggaraan kemitrazn industri kecil, menengah, besar dan  sektor
ekonomi lainnya.

9. Memfasllitasi perolehan permodalan bagl Industr] kecil dalam pengembangan usaha.

10. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen bagi pengusaha kecil dan keterarnpitan bagi
pengrafin,

11. Pengendalian dan pengawasan terhadap pencemaran limbah indsutri.

12, Monitoring dan fasilitas! kegiatan distribusi bahan kebutuhan pokok,

13. Pengendallan dan pengawasart penerapan standar.

14. Penyediaan informasl pasar {aspek harga dan non harga).

15. Mendorong usaha peningkatan ekspor daerah.

16, Pemantauan dan pengendalian kegiatan impor.

17. Penyediaan Informasi teknoiogi, pemasaran, pemakalan Hak Kekayaan Intelektual
{HKI) dan sumber daya manusia.

18. Pemberdayaan UKM di bidang industri dan perdagangart.

19. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Organisasi Usaha Niaga Tingkat Dewan
Pimpinan Daerah {DPD).

20. Pemberian dan pengawasan lzin Sewa Beli.

21, Pemberlan dan pengawasan Tanda Daftar Usaha Waralaba Lokal.

22. Pemberian dan pengawasan Daftar keagenan Praduksi Dalam Negeri.

23. Pemberian dan pengawasan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
(SIUP-MB) untuk pengecer/penjual langsung untuk diminum.

24. Penyelenggaraan promosi Industri dan perdagangan.

25. Penyelenggaraan pola pengawasan kerjasama Industri dan perdagangan.

26. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan intemasional atau nama daerah.

27. Penyelenggaraan kuallfikes! usaha dari industri dan perdagangan.

28, Menerbitkan izin usaha industrt {IUI)

29. Menerbitkan izin Tanda Daftar Perusahaan (TDP}

30. Penerbitan Tanda Daftar Industri {TDI)

31. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Gudang dengan luas d! bawah 2500 M2,

32, Pemberian dan pengawasan Izin Usaha Pasar Madern dengan luas gerai kurang dari
2000 M2.

33. Rekomendasi Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai 2000 M2 atau lebih.

34. Pemberian dan pengawasan persetujuan penyelenggaraan pameran dagang nasional
dan lokal.

35. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan Larangan Pratek Monopoll dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

36. Pelaksanaan pembinaan Perlindungan Konsumen,

37. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri.

38. Pengembangan Lembaga Perdagangan.

39. Pemantauan dan pendaftaran Usaha Jasa Perdagangan,
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40, Pelaksanazn Pendaftaran Perusahaan sebagai bahan informasi perusahaan nasional,

41. Pemberian dan pengawasan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya
Masyarakat (LPKSM).

42. Penyusunan potensifprofll sektar perindustrian dan perdagangan,

43. Memfasilitasi  pembinaan pejabat fungsional penyuluh perindustrian  dalam
pengembangan sektor perindustrian dan perdagangan,

44. Pemantauan dan penerapan industr dan produk tertentu yang berkaitan dengan
keamanan, keselamatan umum, kesehatan umurm, kesehatan lingkungan dan moral.

45, Peiaksanaan dan penyuluhan Surat Keterangan Asal {SKA).

46, Pengadaan dan penyaluran garam beryodium,

47. Pelaksanaan penerbitan Izin Usaha Kawasan Dalam Megeri,

48. Pemberian Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri.

49, Pengelolaan dan Pengembangan Kawasan Berikat.

50. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Teknis Bimbingan dan pengembangan Sarana dan
Prasarana Usaha Industri dan Perdagangan.,

~L. Melaksanakan pergerakan teknologi industri, industri logam, mesin dan industri kimia
serta aneka industri.

5. Melaksanakan pengembangan industri kerajian, logam, mesin dan industri kimia serta
aneka industri.

53. Pembinaan usaha pemasaran serta permodalan hasii  industd kerajinan, aneka
industrl, logam, mesin dan kimia,

54, Penyelenggaraen dan pengawasan standar pelayanan minimal bidang industri dan
pengembangan yang wajib dilaksanakan oleh kota.

55. Pemberfan {jin industri kerajinan, industri logam, masin dan industri kimiz serta aneka
inthustri.

56. Penerbitan Surat Ijin Kawasan {STUK)

. BIDANG PERKOPERASIAN

1. Penyusunan rencana operasional program pengembangdan koperasi dan usaha kecil
menengan. _

2. Penetapan kebijakan teknis operasional program dan anggaran bantuan perkuatan
dan penumbuhan iklim yang kondusif bagi pembangunan koperasi dan UK.

3. Pelaksanaan pedoman standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanekan di bidang
koperasi dan UKM.

4. Pemantauan penerapan perjanjian atau persetujuan internasionai yang telah
disyahkan atas nama negara di bidang koperasi dan UKM,

5. Pelzksanaan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan koperasi dan usaha kecil

menengah di bidang kelembagaan, produksi, pembiayaan, pemasaran dan faringan

usaha serta pengembangan sumber daya manusia.

Pelaksanaan program pengembangan jaringan sister informasi koperasi dan KM,

Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi koperasi dan UKM.

. Pengkoordinasian program keterpaduan pemberdayaan koperasi dan usaha kecii

menengah.

9, Pemberian perlindungan dalam rangka lokasi usaha, bidang usaha, pengadaan barang
dan jasa, pemborongan barang pemerintah,

10.Pelaksanaan kebijakan teknis alokasi fasilitas pembiayaan koperasi dan usaha kecii
menengah medalui antara lain bank milik koperasi, koperasi bank, lembaga keuangan
nen bank dan lembaga keuangan alternatif lainnya.

11.Pelaksanaan pengembangan industri pasar, jaringan lembaga keuangan, teknologi
tepat, yang memungkinkan koperasi dan usaha kecil menengah mampu bersaing.

12.Pembinaan pengawasan bimbingan perivelenggaraan koperasi dan usaba kecil
menengah,

© N
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13.Pemantauan dan evaluast pelaksanaan kerjasama dengan lembaga dan atau hadan
luar negeri dalam pengembangan koperasi dan usaha kecif menengah.

14. Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, dan penllaian
koperasi dan UKM berprestasi.

15.Pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran,
penggabungan badan hukum koperasi yang berskala.

16. Penetapan unggulan dan kinerja koperasi dan UXM,

17.Pengendalian atas pelaksanaan penyertaan modal pada koperasi.

18. Pengendalian atas pelaksanaan sistim distribusi bagi koperasi dan UKM.

19.Penyuluhan Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

20. Pelatihan Koperasi, {Jsaha Kecil Menengah.

2].Melakukan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam
Koperasi Primer/Hubungan Tingkat Kota.

22.Penyelenggaraan promos! bidang usaha Koperasi, Kecil dan Menengah.

23.Penetapan  kemampuan kelembagaan, usaha dan permodalan melaiui klasifikasi
koperasi (sehat lembaga, sehat usaha, sehat permodalan),

8. BIDANG PENANAMAN MODAL

1. Di bidang kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, meliputi :

a. ldentifikasi potensi sumber daya Daerah yang hasilnya disajikan dalam bentuk
peta investast Daerah dan petunjuk (direktor} tentang potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia serta kelembagaan;

b. Identifikasi dan penyusunan daftar pengusaha kecil, menengah dan besar untuk
calon mitra usaha termasuk dalam rangka kemitraan;

C. Penyusunan program pengembangan penanaman modal Daerah dalam bentuk
Rencana Strategis Daerah (Renstrada) sesuai dengan Program pembangunan
Daerah (Prapeda).

d. Peretapan bidang usaha unggulan/prioritas sesuai dengan potensi dan dava
dukung daerah dalam bentuk Daftar Bidang-bidang Usaha Unggulan/Pricritas;

€. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman
modal, terbutup umtuk PMA dan bidang-bidang usaha unggutanyprioritas;

f. Penyusunan profil-profil proyek penanaman modal bidang-bidang usaha
unggulany/prioritas;

g. Penyusunan profil-profil investasi proyek kemifraan;

h. Peneter:.pan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai dengan kewenangan
daerah.

i. Pelaksanaan pelatihan dan penyuluhan teknis dan bisnls bagi usaha kecil dan
menengah;

j- Penyelenggaraan kewenangan lain di bidany kebijakan dan perencanaan
pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak
bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

2. Di bidang promasi dan kerjasama internasional penanaman modal, meliputi :

a. Penyelenggaraan promosi penanaman moda! daerah baik di dalam maupun di luar
negeri, sapertt seminar, pameran, temu usaha, dan lokakarya;

b. Pembuatan baban promosi penanaman modal daerah daiam bentuk media cetak,
antara lain; daftar peluang usaha dan profll proyek unggulan/prioritas, profil
pengusaha daerah yang potensial untuk bermitra, prosedur penanaman modal,
dan dalam bentuk medla elektronik, antara lain : film, video, slide, CD RCOM dan
multimedia/situs Web.

€. Kerjasama dengan Propinsi dan Pemerintah Pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan
gromosi penanaman modal daerah.

d. Pelaksanaan forum temu usaha dan penjodchan bagi usaha kecil dan menengah
dengan usaha besar dalam rangka kemitraan;

g, Kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggarazan promosi
penanaman modal daerah baik di dalam maupun di luar negeri;
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Pengiriman misi penanaman daerah ke daerah lain dan ke luar negeri;
Penerimaan misi penanaman moedal dari daerah [ain dan ke luar negeri;

. Pelaksanaan kerjasama luar negerd sepaniang tidak bertentangan dengan

kebijakar: Pemerinkah Pusat;

Penyiapan materi perfanjian dalam rangka kerjasama sub regional di bidang
penanaman modal, seperti : kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapore Growth
Triangle (IM5-GT), Indonesia-Malaysia-Thaitand Growth Triangie (IMY-GT) Brunei
Darussalam-indonesia-Malaysia-Phiippines East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA),
dan Australia-Indonesia Development Area (AIDA);

Pelaksanaan sosfalisasi atas perjanjian kerjasama Iuar negeri ¢li  bidang
penanaman modal kepada aparatur dan dunia usaha;

Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerjasama internasional
penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan
kebijakan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

3. Di bidang pelayanan perizinan penanaman modal, meliputi -

b.

L

o

.

c

Pemberian pecsetujuan seluruh proyek baru dan periuvasan PMDN atas bidang

usaha/proyek selain yang menjadi kewenangan Propinsi dan Pusat;

Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Pemberian perizinan pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka

PMDN sebagaimana dimaksud dalam huruf &, meliputi ;

1Y Angka Pengenal Irnportir Terbatas (APIT);

2) 1zin Mempekerjokan Tenaga Kerja Warga Negar Asing {IKTA) berdasarkan
visa untuk maksud kerja yang telah disetujui cleh instansi yang berwenang di
vidang keimigrasian;

3} Izin Usaha Tetap/lzin Usaha Perluasan;

4} Izin Lokasi;

5) Sertifikat Hak-hak Atas Tanah;

6) Izin mendirikan Bangunan (IMB);

7) Izin Undang-undang Gangguan/HO.

Pemberian petizinan pelaksarazn sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ angka 2}

khusus bagi tenaga kerja warga negara asing yang bekerja hanya pada 1 (satu)

Kabupaten/Kota, angka 4), angka 5), angka &) dan angka /) berlaku juga untuk

perusahaan PMA dan perusahaa PMDN yang surat persetujuannya dikeluarkan

oleh Propinsi dan Pemerintzh Pusat {BXPM);

Pemberian insentif Khusus penanaman modal yang menjadi kewenangannya;

Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan perizinan penanaman

modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakem

Pernerintah Pusat dan Proplnsi.

. Di bldang pengendalian penranaman modal, meliputi :
a.

Pemantauan perkembangan pelaksanaan seluruh penanaman modal yang berada
di Daarah.

Pembinaan terhadap pelaksanaan seluruh penanaman modal dalam rangka
peningkatan realisasi penanaman modal yang berada di Daerah.

Pengawasan terhadap pelaksanaan sefuruh penanaman modal yang berada di
Daerah,

Pemberian sanksi terhadap peruszhaan yang melakukan pelanggaran atas
ketentuan penanaman modal yang surat persetujuannya dikeluarkan oleh
Pemerintah Daerah.

Penyelesaian permasalahart yang dialami oleh perusahaan penanaman modal
yang berada di Caerah.

Permusunan izparan perkembangan sefuruh persetujuan dan realisasi penanaman
modal di daerahnya secara berkala;

Penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pengendalian penanaman modal
vang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pemeritah
Pusat.

5. Di Bidang system infermasi pananaman modal, metiputt :
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a. Pembangunan dan pengembangan sistem nformast penanaman modal yang

terintegrasi dengan system informasi penanaman moda! Propinsi dan Pemerintah
Pusat (BKPM);

D. Pengumpulan dan pengolahan data persetujuan dan realisasi proyek PMDN dan

PMA;

C.  Pemutakhiran data dan informasi promosi penanaman modal daerah,

9. BIDANG KEPARIWISATAAN

NN B N

&

10.
il.
12,
13.
i4,
15.

16.

17.
18.

15.
2.
21,

23.
24.
25.

26.
27
28.

29.
30,
3L
32,
23.

35

Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan kebudayaan Daerah.

Memberikan penghargaan kebudayaan di tingkat Daerah

Mengajukan usui/calon penerima penghargaan kebudayaan di tingkat Propinsi.
Melaksanakan pendataan informasi kebudayaan.

Melaksanakan kerjasama kebudayaan tingkat Daerah dan tuar negert.

Memberikan izin kegiatan kebudayaan,

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia di tingkat
tingkat Daerah,

Melaksanakan kegiatan pembinaan pengembangan nilai-nilai budaya termasuk
budaya spritual, antara lain penelitian, pengkajian, penulisan, penanaman dan
perluasan informasi di tingkat Daerah,

Melaksanakan pembinaan dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai seizrah
bangsa, antara lain melalui perekaman, penelitian, penulisan, penanaman dan
penyebarluasan informasi sejarah di tingkat Daerah

Menanamkan nilai-nilal sejarab daerah dan nilai-nilai sejarah nasional.
Melaksanakan penggalian, penelitian, dan pengayaan seni di tingkat Daerah.
Melaksanakan penyebarluasan seni.

Melaksanakan pemberian penghargaan seni.

Melaksanakan perlindungan dan pemeliharaan seni,

Melaksanakan pemanfaaten seni bagi kepentingan industri budaya dan pranata
sostal budaya dengan mengadakan perekaman, penulisan buku, pencetakan gambar
dan fain-laln,

Mengisi pentas seni pada pranata sosial budaya sesuai dengan tradisi yang telah
ada.

Mengusulkan karya industri budaya untuk dipatenkan.

Melaksanakan pembinaan, pengembangan pemellharaan/perlindungan, dan
pemanfaatan museum tingkat Daerah.

Melaksanakan pemasyarakatan peraturan pemuseuman dalam rangka pelestarian.
Menyiapkan data pendukung permintaan zoning.

Melaksanakan studi kelayakan dan studi teknis lokasi benda cagar alam.
Melaksanakan penyelamatan pengamanan, pemeliharaan, pernugaran, penggalian
dan penelitian benda cagar budaya yang berskala Daerah.

Melaksanakan pengelolaan benda cagar budaya berskala daerah.

Melaksanakan studi AMDAL dalam pemanfaatan benda cagar budaya.

Melaksanakan bimbingan penyuluhan dan ceramah serta penyebaran informasi
dalam rangka peningkatan akpresiasi dan peran serta masyarakat lterhedap
pelestarian benda ¢agar budaya.

Melaksanakan cperasionalisasi laboratorium konservasi kebudayaan.

Melaksanakan pengamanan benda cagar budaya.,

Memberi izin membawa benda cagar budava dar satu Kabupaten/Kota ke
Kabupaten/iKota lainnya dalam satu propinsi,

Menerima permohonan kepemilikan Benda Cagar Budaya dari pemilik.
Melzksanakan pengawasan pencarian benda cagar budaya.

Melaksanakan pendaftaran benda cagar budaya.

Melaksanakan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs.

Melaksanakan pengawasan pemanfaatan benda cagar budaya dalam daerah.
Memfasilitasi pelaksanaan penelitian bahasa dan sastra Indonesla di daerah.
Memasyarakat Bahasa Indonesia baku dan sastra Indonesia di daerat:.
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36.
37,
38.

39.

40,
41.

42,
43.

44,
45.

46.
47.

48,
49,

S0.
51

22,
a3

54,

33
56.
57,
58,
59.
60.
61.
62,
B3.
64,
65.
66,
67,
8.
69,
70,
71,
72,
73,
¥4,

73,
75,

77,
78.

Memberikan penghargaan bidang bahasa dan sastra di tingkat daerah,

Menellti dan menalaah sastra daerah.

Melaksanakan pemasyarzkatan bahasa dan sastra daerah melalui berbagai media

dan kegiatan,

Il;deelaksanakan pemberian penghargaan untuk karya bahasa dan sastra daerah yang
rmtu,

Meningkatkan kemampuan pemakaisn bahasa asing.

Melaksanakan penelitian prasejaraf, arkeologi kiasik, arkeolagi Islam dan arkeolog

dalam lingkup daerah,

Melaksanakan pemanfaatan hasil penelitian arkeologi.

Melakrs‘anakan kerjasama penetitian arkeologi dengan instansi terkait yang berada di

daerah.

Pelestarlan arkeologi darn benda-benda bersejarah.,

Menetapkan kebijakan kendali suty (supervisl, pelaporan, evaiuasi, dan monitoring)

penyelenggaraan kebudayaan tingkat daerah,

Melaksanakan kebijakan peran serta masyarakat daiam pengefolaan kebudayaan

daerah.

Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perudang-undangan di

bidang kebudayvaan daerah.

Menetapkan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan daerah,

Menetapkan pemberian/tanda jasa dan kesejahteraan kepada tenaga kebudayaan

tingkat daerah dan mengusulkan pemberian penghargaan/tanda josa tingkat

nasional,

Menetapkan pemberhentian dan pensiunan tenaga kebudayazan daerah.

Menetapkan pembentukan, penyempumaan dan penutupan organisasi pengelolaan

kebudayaan di tingkat daerah.

Mendayagunakan informasi untuk perencanaan program kebudayaan daerzh,

Mendayagunakan program teknologi komunikasi unbuk pengelolzan kebudayaan

daerah.

Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengefolaan kegiatan kebudayaan

daerah.

Penetapan inventarisasi potensi obyek dan kawasan wisata,

Pengaturan dan pengelolaan obyek dan daya tarik wisatz.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Hotef Bintang dan Melati

Pemberian izin dan pengawasan ussha rumah makan, bar dan restoran.

Pemberlan izin dan pengawasan penyelengaraan festival keseriian dan budaya.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Rekreasi.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang Renang,

Pemberian izin dan pengawasan usaha Permandian Alam.

Pemberian lzin dan pengawasan usaha Padang Golf.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Kofam Renang.

Pemberian [zin dan pengawasan usaha Gelanggang Permainan/Ketangkasan.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Gelanggang Olah Raga.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Laut.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Pantai untuk Wisata,

Pemberian izin dan pengawasan usaha Pulau urtuk Wisata.

Pernberian izin dan pengawasan usaha Bumi Perkernahan,

Pemberian izin dan pengawasan usaha Pondok Wisata.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Rumiab Bilyard

Pemberlan izin dan pengawasan usaha Karoeke, Fiaystation dan Video Games,

Peraberian izln dan pengawasan usaha Bioskop dan Theater {panggung terbuka dan

tertutup).

Pemberian I2in dan pengawasan usaha Sarana dan fasilitas olzh raga di tempat

terbuka.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Diskotik dan Klub Matam.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Dunia Fantasi.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Panti Pijet dan Panti Mandi Uap.
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79.

Pemberian izin dan pengawasan usaha Taman Satwa.

80. Pemberian izin dan pengawasan usaha Kolam Pemandngan.

81. Pemberian [zir dan pengawasan usaha Tempat pagelaran Kesenian Tradisional dan
sejenisnya.

82. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Boga Katering,

83. Perberian izin dan pengawasan usaha Balai Pertemuan/Pameran.

84. Pemberian izin dan pengawasan usaha Salon Kecantikan dan Barber Shop.

85. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pasar Seni dan Souvenir Shop.

B6. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pusat Keschatan (Health Centre} dan Pusat
Kesegaran Jasmani (Fitriess Centre).

87.  Pemberian izin dan pengawasan usaha Musik Hidup dan Panggung Remaja.

88. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata dan Agen
Perjatanan Wisata.

89. Pamberian izin dan pengawasan usaha Konsultan.

90. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Konvers, Perfalanan Insentf dan
Pameran.

91. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Informasi Pariwisata,

92. Pemberian izin dan pengawasan usaha Jasa Wisata Tirta.

93. Pemberian izin dan pengawasan usaha Pramuwisata,

94.  Pemberian izin dan pengawasan usaha Angkutan Wisata,

95. Melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan kualitas, sarana, fasilitas penunjang
dan pelayanan di bidang kebudayaan dan pariwisata.

96. Melaksanakan perintisan obyek dan keglatan wisata.

97. Melaksanakan sertifikasl dan pemberian izin cperasi pramuwlsata,

98. Pembinaan promosi pariwisata tingkat daerah.

99. Mejaksanakan kerjasama Internasional di bidang pariwisata,

100. Penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata.

101. Melaksanakan perintisan obyek dan kegiatan wisata.

102. Menyelenggarakan pemungutan retribusi pada obyek wisata dan kawasan wisata,

103. Melakukan penyetoran hasll retribus! obyek wisata dan kawasan wisata kepada Kas
Megara.

104. Pelaksanaan pelatihan teknis aparat pengelola kebudayaan dan pariwisata,

105. Penerbitan penggandaan buku petunjuk  peraturan parundang-undangan
kepariwisatzanh.

106. Penyelenggaraan kampanye sadar wisata “Sapta Pesona™.

107. Koordinasi pengembangan wisata agro dengan Propinsi.

108. Penyelenggaraan kerjasama intemasional bidang kepariwisataan dan kesenian.

109, Penyelenggaraan kualiflkasi usaha fasa di bidang pariwisata dan kebudayaan

110. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang
kebudayaan dan pariwisata.

10.BIDANG KETENAGAKERJAAN

A. Penempatan Dan Pendayagunaan Tenaga Kerja

1, Penyebarluasan Infonnasi Pasar Kerja (IPK).
a. Pengumpuian data lowongan kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
b. Pengumpulan data pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara.
¢. Pembuatzn naskah informasi pasar kerja untuk disebarkan melalui media
masa, leaflet, boklet dan papan pengumuman.
d. Pelaksanaan penyebaran informas! pasar kerfa mefalui media masa,
leaflet, bokiet dan papan pengumuman,
2. Penyusunan perencanaan tenaga kerja
a. Analisls data perkembangan ekonoml dan ketenagakerjaan persektor,
b. Penyusunan proyeksi ekonoml dan ketenagakerjaan,

€. Penyusunan perencanaan tenaga kerfa.
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d. Penyebarluasan dan soslalisasi perencanaan tenaga keria dan sektor
terkait.
3. Penyelenggaraan Bursa Kerja :
a. Pendaftaran pencari kerja.
b. Pencarian lowongan kerja.
¢. Mempertemukan pencari kerja dengan pengguna teraga kerja,
d. Bimbingan terhadap bursa kera swasta - petugas, manajemen bursa
kerja, teknis bursa kerja.
4. Penyelenggaraan penyuluhan dan bimbingan jabatan
a. Bimbingan dan penyuluhan jabatan kepada :
- Pencari kerja lokal, antar daerah dan antar negara
- Siswa sekolah
- Masyarakat.
b. Pelaksanaan test leader/tes psikologi.
C. Peiaksanaan analisis jabatan.
d. Bimbingan penerapan analisis jabatan kepada : Instansi Pemerintah,
Perusahaan, Lembaga Pefatihan Swasta, dan Lembaga lainnya.
5. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja melalul mekanisme :
2. Antar Kerja Lokal (AKAL)
Pencarian lowongan kerja.
- Pendaftaran pencar kerfa.
- Seleksi.
- Bimbingan penempatan kepada pencari kerja.
- Penelitian dan pengesahan perjanjian kerja.
Penempatanr tenaga kerja.
b. Antar Kerfa Antar Daerah (AKAD)
- Mencari iowongan kerja melalui kerjasama dengan daerah penerima
tenaga kerja (MO AKAD).
- Analisis permintaan AKAD.
- Analisis perjanjian kerja/kontrak kerja.
- Penyuluhan untuk penempatan AKAD,
- Recruittnen pencari kerja.
- Bimbingan pencari ketja.
- Persiapan penempatan tenaga kerija.
- Penempatan tenaga kerja (mengantar ke lokasi),
Penjemputan setelah selesal kontrak kerja,
c. ﬂmtar Kerja Antar Negara (AKAN)
Penyuluhan penempatan kerja di fuar negen.
-  Pendaftaran calon tenaga kerja ke luar negeri,
- Seleksi calon tenaga kerja ke luar negeri,
- Penerbitan Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesla (KITKI).
- Pemantauan kegiatan penempatan tenaga kerje ke ifuar neger!
termasuk pencecahan TKJ ilegal.
6. Pemberian izin dan pengawasan bidang penempatan dan pendayagunaan.
a. Perizinan dan pengawasan lembaga bursa swasta.
- Penelitian kelengkapan petsyaratan perizinan,
- Peninjauan lokasi lembaga bursa ketja.
- Pemberian izin.
- Pemantauan pelaksanaan bursa kerja.
b. Perizinan dan pengawasan praktek psikologi.
- Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan.
- Peninjauan lokasi tempat praktek psikologi.
- Pemberian izin.
- Pemantauan pelaksanaan praktek psikologi.
¢. Penzinan dan pengawasan tempat penampungan TKI
- Peneliian kelengkapan persyaratan penampungan TKI.
- Peninfauar: iakasi penampungan.
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- Pemberian lzin.
- Pemantauan pelaksanaan penampungan.
d. Perizinan dan pengawasan Perwarda
- Penelitian kelengkapan persyaratan perwarda,
- Peninjauan kantor dan rencana kegiatan,
- Pemberian izin,
- Pemantauan pelaksanaan praktek perwarda.
7. Perizinan dan pengawasan perpanjangan izin penggunaan Tenaga Kerja
Warga Negara Asing Pendatang (TKWNAP).
Penelitian kelengkapan persyaratan perizinan.
- Analisis jabatan yang akan diduduk| cleh TKA.
Pengecekan kesesuaian jabatan dengan positif list TKA yang dikefuarkan
oleh Depnaker.
Pemberian perpanjangan izin.
Pemantauan pelaksanaan kerja TKA,
Pemberlan rekomendasi IKTA.

T a poo

B. Pembinaan Hubungan Industrial

1. Bimbingan penyelesaizan persellsihan hubungan industri secara Bipartit.
a. Bimbingan perundingan antara Pekerja atau Serikat Pekerfa dengan
Pengusaha.
b. Pembuatan risalah perundingan.,
€. Bimblngan pembuatan kesepakatan (apabila terdapat penyelesalan),
2. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial tingkat perencanaan.
a. Penerimaan pengaduan
b. Pemanggilan para pihak.
G Pemerantaraan penyelesatan perselisthan industrial.
d. Pemberian anjuran.
. Pembuatan risalah penyelesaian perselisihan industrial.
f.  Bimbingan pembuatan kesepakatan penyelesaian perselisihan industrial.
3. Pembinaan hubungan industriat
a. Pendidikan hubungan industrial :
- " Peryuluhan pada perusahaan
- Pelaksanaan pendidikan hubungan industrial Gngkat dasar kepada
pekerja dan pengusaha.
b. Pemberdayaan organisasi pekeria
- Soslalisasi peraturan tentang Organisasi Pekerja
- Pendaftaran Crganisasi Pekerja,
- Penyuiuhan dan himbingan kepada pengurus dan anggota Organisas!
Pekeria.
c. Pemberdayaan Organisasi Pengusaha :
- Sosiallsasi Peraturan tentang Organisasi Pengusaha
- Pendaftaran Organisasl Pengusaha
- Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggota Organisasi
Pengusaha.
d. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Elpartit :
Soslatisas! peraturan tentzng LKS Bipartit.
Bimbingan pembentukan LKS Bipartit.
Pendaftaran Qrganisasi LKS Sipartit.
Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggoke LXS
Bipartit.
€. Pemberdayaan Lembaga Kerjasama Tripartit :
- Sosiglisasi peraturan tentang LKS Tripartit.
-  Blmbingan pembentukan LXS Tripartit,
- Pendaftaran Organisasi LKS Tripartit.

[} [} L} i
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- Penyuluhan dan bimbingan kepada pengurus dan anggola 1 KS
Tripartit.

4. Pemberdayaan hubungan industrial

a.

b.

C.

Bimbingan pelaksansan gerakan perbaikan pelaksanaan nubungan
industrial.

Pembenttukan forum komunikasi pemberdayaan hubungan industrial.
P:dnyulur}an peran para pelaku produksi dalam pemberdayaan hubungan
industrial.

5. Bimbingan dan penyuluhan hubungan industriai
a.

b.

Pembuatan peraturan perusahaan :

- Sosialisas| peraturan tentang Peraturan Perusahaan

- Bimbingan pembuatan peraturan Perusahaan.

- Pengesahan peraturan Perusahaan,

Pembuatan Kesepakatan Kerja Sama :

- Sosialisasi peraturan tentang Kesepakatan Kerja Sama.

- Penyuluhan Kesepakatan Kerja Sama pada Pekera dan Pengusaha.
- Bimbingan pembuatan kesepakatan kerja bersama.

-  Pendaflaran kesepakatan kerja bersama.

Pembuatan Perjanjian Kerja :

- Sosialisasi peraturan tentang Perjanjian Kerja.

- Bimbingan pembuatan Perjanjian Keria,

- Pendaftaran Perjanjian Kerja.

Pengupahan :

- Sosialisas peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerija.
- - Bimbingan apiikasi pengupahan.

Jaminan Sosfal Tenaga Kerja :

- Sosialisasl peraturan tentang Jaminan Sosial Tenaga Keria.
- Bimbingan pelaksanaan keanggotaan, klaim Jamsostek.

- Pendataan kepesertaan Jamsostek dan perkembangannya.

6. Survai HKM dan FKM, THK
Melaksanakan sumrvai ;

o0 g

Upah;

Harga kebutuhan pokak;
Kemampuan perusahaan;
FDRE;

Indek harga konsumen {THK)

C. Perlindungan Tenaga Ketfa

1. Bimbingar: pencegahan kecefakaan kerja :

cap o

f.

Inventarisasl tempat kerja.

Identifikasi sumber bahaya,

Inventarisasi data keceiakaan kerja,

Panyusunan statistik kecelakaan kerja.

Pengamanan dan perlindungan terhadap alat, mesin, pesawat, Instalasi,
proses produksi, bahan berbahaya dan beracun.

Perlindungan tenaga teknis/operator.

2. Bimbingan kesehatan kerja :

e Y -

Inventarisasi data penyakit akibat kerja.
Pengamanan lingkungan kedja.

Pencegahan dan diagnosis penyakit akibat keria,
Higiene perusahaan.

Giz keda.

P3IK

Ergenomi.

Paramedis perusahaan.

Dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja.
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3. Kantin perusahaan dan katering pengelola makanan bagt TK.
3. ?imbingan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
P2K3) ;
a. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga
kerja 100 orang atau lebih.
b. Inventarisasi tempat kerja/perusahaan yang mempekerjakan tenaga
kerja kurang dari 100 orang tetapi mempunyal resike berbahaya tinggi.
C. Tata cara dan prosedur pembentukan P2K3,
d. Keanggotaan pengurus, tugas dan fungsi organisasi P2K3.
4. Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan erja :
a. Pembuatan dan penggunaan pesawat uap.

- Soslalisasi peraturan dan standar pesawat uap.

- Pemantauan pelsksanaan penerapan peraturan dan kesesualan
standar pesawat uap.

- Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat uap.

- Pengujian pesawat uap.

- Pembuatan Japoran pemeriksaan dan pengujian.

b. Pembuatan dan penggunaan bejana tekan dan botol baja.

- Sosialisasi peraturan dan standar bejana tekan dan botol baja.

- Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian
standar bejana tekan dan botol baja,

- Pemeriksaan visual dan dokumen befana tekan dan boto! baja.

- Pengujian bejana tekan dan betol baja.

-  Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujan.

¢. Pembuatan dan penggunaan pesawat angkat dan angkut,

1) Peralatan angkat : lier, takel, peralatan angkat listrik, pesawat
pneumatik, gondola, keran angkat, keran magnit, keran lekomiotif,
keran dinding, keran sumbuy putar.

2) Pita transport : eskalator, ban berjalan, rantai berjalan.

3) Pesawat angkutan diatas landasan dan diatas permukaan truk, truk
derek, traktor, gerobak, forklift, kereta gantung.

4) Alat angkut jalan ril : lokomotif, gerbong dan lori.

Rincian kegiatan :

- "Sosialisasi peraturan dan standar pesawat angkat dan angkut.

- Pemantavan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian
standar pesawat angkat dan angket.

- Pemeriksaan visual dan dekumen pesawat angkat dan angkut,

- Pengujian pesawat angkat dan angkut.

-  Pembuatan laporan pemetiksaan dan pengujian.

d. Pembuatan dan penggunaan pesawat tenaga dan produksi.

1) Penggerak mula/motor diesel

2) Periengkapen ransmisi tenaga mekanik.

3} Mesin perkakas kerja.

4) Dapur

Rincian kegiatan :

- Sosialisast peraturan dan standar pesawat tenaga dan produksi.

- Pemantavan pelaksanaan penerapan peraturan dan  kesesuaian
standar pesawat tenaga dan produksi.

- Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat tenaga dan produksi,

- Pengujian pesawat tenaga dan produksi.

- Pembuatan laporan pemeriksaan dan penguijlan.

e. Pemasangan dan penggunaan instalasi listrik

- Sosialisasi peraturan dan standar instalasi listrik,

- Pemarntauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian
standar instalasi {istrik.

- Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi listrik,

- Pengujian instalasi listrik.
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Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian,
masangan dan penggunaan pesawat lift untuk pengangkutan arang
n barang.
Sosialisas! peraturan dan standar pesawat Iift.
Pemantavan pelaksanaan pengrapan peraturan dan kesesuaian
standar pesawat lift,
Pemeriksaan visual dan dokumen pesawat lift.
Pengujlan pesawat lift,
Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
masangan dan penggunaan instalasi penyalur petir,
Sosialisasi peraturan dan standar penyalur petir.
Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian
standar instalas! penyalur petir,
Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan instalasi periyalutr
petir.
Pengujian instalasi penyalur petir,
Pembusatan iaporan pemeriksaan dan penguijian.
masangan instalasi penanggulangan kebakaran.
Sosizlisasi  peraturan  dan  standar  instalasi penangguiangan
kebakaran.
Pemantauan pelaksanaan penerapan persturan dan kesesuaian
standar instalasi penanggulangan kebakaran.
Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan  instalasi
penanggutangan kebakaran,
Pengujian instalasi penanggulangan kebakaran.
Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengujian.
nstruksi banqunan.
Sosfalisasi peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja
konstruks! bangunan.
Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan  kesesuafan
standar konstruks! bangunan,
Pemerlksaan tempat kerja (job site) konstruksi bangunan,
Pengufian perafatan kenstruksi bangunan.
" Pembuatan faporan pemeriksaan dan pengufian,

Pemasangan dan penggunaan perancah.

. Pa

Scsralisasi peraturan dan standar perancah.
Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesvaian
standar perancah,
Pemeriksaan gambar rencana dan pemasangan perancah.
Pengujian perancah.
Pernbuatan laporan pemeriksaan dan penguiian.
meriksaan kesehatan tenaga kerja dan lingkungan kerja.
Sosialisasi peraturan kesehatan kerja.
Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan.
Pemeriksaan  pelayanan kesehatan kerja/fasilitas  kesehatan
perusahaan.
Pemeriksaan kompetensi dokter pemeriksa kesehatan tenaga kerja,
paramedis perusahaan dan petugas P3K.
Pemeriksaan dan pengujian lingkungan kerja.
Pemerlksaan APD.
Pemeriksaan kesehatan tenaga kerja (awal, berkala, khusus dan
purna bakti).
Pemeriksaan pelaksanaan norma ergonomi.
Pemeriksaan kantin perusahaan, katering pengelola makanan bagi
tenaga kerja.

Penylmpangan, penggunaan dan penanganan bahan kimia berbahaya.
Sosialisasi peraturan dan standar.
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- Pemantauan pelaksanaan penerapan peraturan dan kesesuaian
standar.
- Pemeriksaan penyimpangan, penggunaan dan penanganan bahan
kimia beracun,
- Pemeriksean label dan tanda peringatan.
- Pembuatan laporan pemeriksaan dan pengufian,
5. Pemeriksaan kecefekan kerja (kebakaran, peledakan, penyakit akibat kerja
dan keadaan bahaya lainnya),
8. Menerima iaporan kecelakaan kerja.
b. Pemeriksaan tempat kejadian perkara.
C. Melakukan kafian (analisis) kecelakaan dan menentukan penyebab
utamanya.
d. Melakukan langkah preventif agar tidak terulzng.
€. Mencatat dan memasukkan ke dalam data statistik.
€. Pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
AR K3).
a. Menerima laporan rencana kerja/kegiatan Ahli K3.
b. Memariksa/meneliti, menqgoreksi, merevisi rencana kerja / kegiatan Ahli
K3 sesuai peraturan dan standar yang digunakan Ahlj K3 bersangkutan.
€. Menyetujui rencana kerjafkegiatan yang dilaparkan.
d. Pemeriksaan laporan kegiatan pemeriksaan/pengujian Ahli K3.
e, Menyetujui atau menolak laporan pemeriksaan/pengujian Ahll K3,
Pemberdayaan Pelaksanaan Kegiatan Perusahaan Jasa Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (PIK3).
Jasa pemeriksaan dan pengujian teknik.
Jasa pereriksaan, pengujlan dan atau pelayanan kesehatan kerja.
Jasa konsultan keselamatan dan kesehatan kerja.
Jasa pembinaan kesefamatan dan kesehatan kerja.
Jasa audit keselamatan dan kesehatan kerja.
Jasa pabrikasi dan atau pemeiiharaan dan atau reparasi dan atau
Instalasi teknik keselamatan dan kesehatzn kerja.
Rinclan kerja :
- Menerima laporan rencana kerja/kegiatan PIK3.
- Memeriksa/meneliti vailditas keputusan penunjukkan PIK3 yang
bersangkutan.
- Memeriksa kesesuzian tenaga Ahli K3 yang dirnllki,
- Pemeriksaan fasiiitas peralatan sesual bidang kegiatan jasanya.
- Menyetujul atau menolak kegiatan PIK3 yang bersangkutan.
Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehalan
Kerja (SMK3).
a. Penetapan perusahaan yang harus menerapkan SMK3,
b, Penetapan perusahaan yang harus dilakukan audit (eksternal) SMK3.
C. Memeriksa/meneiiti perusahaan atau badan yang meiaksanakan audit
SMK3,
d. Memeriksa tenage ahli (auditor) K3 yang akan melaksanakan audit
SMK3.
2. Melakukan evaluasi laperan hasil audit SMK3.
f.  Menetapkan tingkat kesesuaian hasil audit dengan standar kriteria.
9. Pemberian izin, pengesahan, sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja.
a. Pesawat uap : kete! uap, pemanas air pengisl katel, penguap, bejana
uap.
Bejana tekan dan hotol baja.
Pesawal angkat dan angkut : pesawat angkat (crane), forklift, buldozer,
excavator, backhou, graider, escalator, conveyor, kereta gantung..
Pesawat tenaga dan praduksi : motor diesal gerator, dapurftanur
Pesawat lift,
Instalasi listrik,
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Instalasi penyalur petir,

Irstalasi penanggulangan kebakaran, perancah.

Dokter perusahaan.

Petugas K3 kim/a.

Paramedis perusahaan,

l.  Kantin perusahaan, katering pengelola makanan bagl tenaga ketja.

FET XD

10. Penyelldikan pelanggaran norma keselamatan dan kesehatan kerja.

a. Permneriksaan pelaksanaan norma K3,

b.  Pembuatan nota peringatan (inspeksi).

¢. Penyelldikan pelanggaran.

d. Penyidikan pelanggaran,

€. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) projustisia,

Pelaksanaan Pengawasan Norma Ketenaga Kerjaan

1.

Rekruitmen Dikiat dan Penempatan Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan,

a. Pencalonan pegawai pengawas ketenagakerjaan.

b. Pendidikan khusus dan pembinaan keahiian serta penempatan pegawai
pengawas ketenagakerjaan. -

Pela ketatalaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan : Pembuatan iaporan,

administrasi dan dokurnentasi.

Pola operasional pengawasan ketenagakerjaan : Pelaksanaan kegiatan

pengawas ketenagakeriaan.

Pelaksanaar: Pengawasan Norma Pelatihan Dan Penempatan

1.

Pelaksanaan pengawasan norma pelatiban :

a. Penyebarluasan narma pelatihan.

b. Pemeriksaan pelaksanaan norma pelatihan.

€. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma pelatihan.

Pelaksanaan pengawasan norma penempatan dalam dan luar negeri ;

a. Penyebarluasan norma penempatan dalam dan luar negefi,

b. Pemeriksaan pelaksanaan norma penempatan dalam dan (uar negeri,

€. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan dalam
dan iuar negerl.

3. Pelaksanaan pengawasan norma penempatan TKWNAP :

2. Penyebarluasan nomma penempatan TKWNAP,
b. Pemeriksaan pelaksanaan normma penempatan TKWNAP.,
t. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran norma penempatan TKWNAP.

Pelaksanaan Pengawasan Norma Kerja

1.

Pelaksanaan pengawasan wafib lapor ketenagakeriaan :

d. Penyebarluasan norma WLK.

b. Pemerikszan pelaksanaan norma WLK,

¢. Pemberian indakan terhadap pelanggaran norma ketenagakerjaan.
Pelaksanaan pengawasan upah minimum :

a. Penyebartuasan norma UMP,

b. Pemeriksaan pelaksanaan norma UMP,

¢. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran UMP,
Pelaksanaan pengawasan upah lembur :

a. Penyebarluaszn norma pembayaran upah lembur,

b. Pemeriksaan pelzksanaan norma pembayaran upah lembur.
€. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran upah lembu.
Pelaksanaan pengawasan upah :

a. Penyebaruasan ketentuan upah,

b. Pemeriksaan pelaksanaan upah.
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¢. Pemberan tindakan terhadap peianggaran ketentuan upan.
5. Pelaksanaan pengawasan norma waktuy kerja dan waktu istirahat :
a. Penyebarluasan norma waktu kerja dan waktu istirahat.
b. Pemeriksaan pelaksanaan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat,
¢. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan wakty kerja dan
waktu istirahat.
. Pelaksanaan pengawasan norma penyandang cacat :
a. Penyebarluasan norma penyandang cacat.
b. Pemeriksaan pelaksanaen norma penyandang cacat.
. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan panyandang cacat,

. Pelaksanaan Pengawasan Norma Perempuan Dan Anak

1. Pelaksanaan pengawasan kerja malam wanita :

a. Penyebajluasan norma kerja malam wanita.

b. Pemeriksaan pelaksanaan norma kerja malarm wanita.

C. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran narma kerja malam wanita,
2. Pelaksanaan pengawasan norma kerja wanita :

a. Penyebarluasan norma kerja wanita.

b. Pemerlksaan pefaksanaan norma kerja wanita.

C. Pemberfan tindakan terhadap pelanggaran norama kerja wanita.
3. Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja anak :

& Penyebarluasan norma tenaga kerja anak.

b.  Pemeriksaan pelaksanaan norma tenaga kerja anak.

€. Pemberian tindakan terhadap petanggaran norma tenaga kerja anak.

. Pelaksanaan Pengawasan Norma Jamsostek

1. Pelaksanaan pengawasan PDS TK, PDS Upah dan Program.
a. Penyebarluasan ketentuan tentang PDS TK, PDS Upah dan Program.
b. Pemeriksaan pelaksanaan PDS TX, PDS Upah dan Program.
€. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran kepesertaan dan program
JAMSOSTEK,
2. Pelaksanaan pengawasan JPK dengan manfazat lebih baik.
a. Penyebariuasan ketentuan tentang JPK dengan manfaat lebih haik,
b. Pemeriksaan pelaksanaan JPK dengan manfaat lebih baik.
c. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketemtuan IPK dengan
manfaat lebih baik, '
3. Pelaksanaan pengawasan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerfa dan
Jaminan Hari Tua ;
a. Penyebariuasan ketentuan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Hari Tuz.
b. Pemeriksaan pelaksanaan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja
dan Jaminan Hari Tua.
¢. Pemberian tindakan terhadap pelanggaran ketentuan Jaminan Kematian,
Jaminan Kecelzkaan Kerja dan Jaminan Hari Tua,

Pelatihan Kerja

1. Penvelenggaraan pelatihan kerija :
. Analisis kebutuhan pelatthan.
Penyusunan rencana dan program pelatihan .
Soslalisas] program pelatihan.
Pendaftaran perserta pelatihan.
Seleksi paserta pelatihan.
Pelaksanaan pelatihan.
Penyiapan penyelenggaraan vji keterampilan melalui koordinasi propinsl.

o mpano
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2. Penyelenggaraan bimbingan lembaga pelatihan Keria :
a. Penyuluhan dan bimbingan kepada : penyelenggara/manajer pelatihan,
dan tenaga teknis.
b. Pelaksanaan pelatihan pada penvelenggara pelatihan dan tenaga teknis.
. Pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan.
3. Pemasaran program, fasilitas pelatihan, hasil produksi dan iulusan pelatihan

a. Sosialisasi manfaat program, fasilitas, hasil produksi dan Iulusan

pelatihan kepada dunia industri atau penggquna.

b. Pembuatzn perjanjian kerjasama.

¢. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak pengguna.

d. Pemantauan dan evaluasi.

4. Pelaksanaan pemagangan dalam negeri :

a. Soslalisasi program pemagangan ke perusahaan-perusahaan,

b. Penjajakan peluang kerjasama dengan perusahaan datsm negeri melalu

kunsjurgan ke perusahaan.

¢. Pembuatan kerjasama dengan perusahaan .

d. Penempatan lulusan program pemagangan.

&. Pemantauan dan evaluasi.

5. Pemberian izin dan pengawasan lembaga pelatihan kerja.

a. Penyuluhan dan bimbingan mengenai peraturan dan manfaat memiliki
izin pelatihan, tata cara dan prosedur pemberian izin, baik metalui
booklet atau leflet ataupun konsultasi langsung.

Penerimaan dan registrasi permohonan izin,

Pengujian kelayakan berkas/dokumen.

Pengujian kelayakan fapangan.

Pemberian rekomendasi

Pengeluzran izin,

. Pemantauan dan evaluasi,

6. Pemberian layanan informasi pefatihan dan produktivitas tenaga kerja.

a. Penyusunan dan pencetakan bahan-bahan informasi, antara lain berupa

bukis, majalah, booklet, leaflet amu konsultasi langsung.

b. Pemantauan dan evaluasi,

o a0 o
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1. Produktifitas Kerja

1. Peningkatan produkiifitas tenaga kerfa :
& Analisa potensi sumber daya daerah.
b. Pengukuran dan analisls produktifitas ,
¢. Penyuluhan dan sosialisas! produktifitas.
d. Pelatihan produktifitas.
e, Konsuitasi produktifitas .
f. Proyek percontohan,

Pernantauan dan evaluasi,

=

K. Penggunaan Tenaga Kerja

1. Pendayagunraan tenaga kerja cacat, lanjut usia, dan wanita :
& Pendatzan dan analisls potensi tenaga kerja penyandang cacat dan
lanjut usia.
b. Pendayagunaan tenaga kerja penyandang cacat dan lanjut usia :
1) Penempatan di parusahaan :
- Pendekatan pada perusahaan
= Rekruitmen dan seiaksi
- Penempatan
2Y Usaba mandiri :
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- Bir:::inganfpelatihan keterampilan tertenty sesusl dengan
potensi,

= Pemberian modal kerja,

- Bimbingan pelaksanaan usaha,

L. Pengemnbangan Dan Perfuasan Kerja

1. Periuasan kesempatan kerja :
2. Pembinaan lembaga relawan dan endayagunaan tenaga kerja sukarala
Rindlan kegiatan : P * ga herfa e
1) Pembinaan lembaga relawan :
- Menyusun kebljakan pelaksanaan kegiatan,
- Membangun jaringan kerja antar lembaga,
- Melakukan sosiallsasi kegiatan kesukarelawan
- Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan,
- Melaksanakan Intemational  volunteer day setiap tanggal 5
Desember.
2) Pembentulan dan pendayagunaan TKS :
- Menyusun kebijakan pendayagunaan TKS.
- Merencanakan pembentukan dan pendayagunaan TKS
- Melaksanakan penugasan dan pembinaan,
- Pelaporan dan evaluasi.
b. Pembentukan dan pembinaan tenaga kerja mandiri.
Rincian keglatan :
1} Menyusun kebijakan dan strategl pelaksanaan keglatan.
2) Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.
3) Pembinaan.
4) Pelaporan dan evaluasi.
5) Membangun jaringan kerja antar lembaga/instansi dan memfasilitasi
sarana dan prasarana usaha.
¢. Pengembangan, penyerbariuasan dan penerapan teknologi tepat guna.
Rinclan kerja :
1) Menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan
2)' Perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan
3} Pembinaan
4} Pelaporan dan evaluasi
3) Membangun jaringan kerja antar lernbaga/instansi dan memfasilitac)
sarana dan prasarana usaha
d. Pengembangan sektor informal dan usaha mandir
Rinclan kegiatan :
1) Analisis potensi suber daya daerah dan penentuan prioritas sektor
pengembangan.
2} Penyuluhan program bimbingan sektor informal dan usaha mandin .
3} Seleksi peserta bimbingan sektor informal dan usaha mandiri untuk
mendapatkan peserta yang potensial.
4) Penyelenggaraan bimbingan/pelatihan ;
- Kewirausahaan atau motivational achievement training
- Manajemen usaha
5) Pemberian modal usaha.
6) Bimbingan pelaksanaan usaha.
7} Pemantavan dan evaluasi pelaksanaan usaha.
e. Sistemn padat karya.
Rincan kegiatan :
1) Analisls sumber daya untuk pengernbangan program padat karya .
2) Soslalisasi program padat karya,
3} Pendaftaran dan seleksi peserta program.
4) Pelaksanaan program padat karya,
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2, Penanggulangan pengangguran
a. Eembentu.lk kelembagaan penanggulangan PeNganggur yang mempunyai
Jas :
1.) Menyusun kebijakan operasional penanggulangan  pengangguran
2) Membangun faringan kerja
3) Membuat model penanggulangan pengangguran dan peluang usaha
4) Menggaiang dana penanggulangan pengangguran
5} Menyusun mekanisme dan prosedur penyaluran dana untuk
penanggulangan pengangguran

6} Mapping SDA
7} Sosialisasi

b. Membina kelembagaan penanggulangan pengangguran

11.BIDANG KESEHATAN

Perencanaan pembangunan keschatan daerah.

Pengaturan dan pengorganisasian sistem Kesehatan daerah.

Perizinan kerja/praktek tenaga kesehatan. '

Perizinan sarana kesehatan.

Perizinan distribusi pelayanan obat skala daerah (Apotik dan Toko Obat).

Pendayagunaan tenaga kesehatan.

Implementasi sistem pembiayaan kesehatan melzlui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Masyarakat (JPKM) dan atau sistem lain.

8. Penyelenggaraan upaya dan promost kesehatan masyarakat.

9. Pencegahan dan pemberantasan penyakit dalam hingkungan daerah.

10. Penyelenggaraaan  upaya kesehatan Iingkungan dan pemantavan dampak
pembangunan terhadap kesehatan.

11. Perencanaan dan pengadaan obat pelayanan kesehatan dasar esensial.

12. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat
aditif dan bahan berbahaya iingkup daerah,

13. Penetapan tarif pelayanan kesehatan lingkup daerah.

14, Penelitian dan pengembangan kesehatan daergh.

15. Penyelenggaraan Kewaspadaan Pangan dan Gizi Lingkup daerah.

16. Bimbingan dan Pengendalian Kegiatan Pengobatan Tradisional.

17, Bimbingan dan Pengendalian upaya/sarana kesehatan lingkup daerah.

18. Pencatatan dan Petaporan Obat Pelayanan Kesehatan Dasar.

19. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Dasar,

20. Pengembangan kerjasama lintas sektor Ingkup daersh dan kerjasama antar
Kabupaten/iota/Propinsi,

Z21.Bimbingan teknls mutu dan keamanan industi rumah tangga, makanan, alat
kosmetik, alat berskala lainnya..

22. Menyelenggarakan program pelatihan kesehatan di wilayah daerah,

23, Pelaksanaan keglatan pengawasan program kesehatan,

24, Penyelenggacaan akuntabilitas Instansi kesehatan di wilayah daerah,

25.Mengamankan kebijskan pengawasan dan  pengendalian penapisan  dan
pengembangan iptek kesehatan/kedokteran canggih,

26, Penwelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal bidang kesehatan.

27. Penyelenggaraan program kesehatan ibu dan anak.

28. Penyelenggaraan faminan sosial kesshatan.

29, Penyelenggaraan ajreditasi sarana dan prasana kesehatan

30. Penyelenggaraan sistim jaminan pemellharaan kesehatan masyarakat.

31. Penyelenggaraan wabah dan bencana kesehatan,

32. Penyelenggaraan pengawasan penggunaan bzhan tambahan (zat aditif) tertenty
untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran makanan,

33. Pengawasan penyelenggaraan rumah saklt dengan pofikiinik swasta, Balai

Pengobatan, Rumah Sakit Bersalin, Dokter Prakiek, Bidan dan FTT

NS W N e
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34. Penyelenggarean kesehaten dafam mewujudkar; penyehatan lingkungan permukiman,
Hyglenis dan sanitasi,

35. Pengendalian, penertiban dan pengawasan di bidang pelayanan kesehatan
masyarakat, pemberantasan penyakit menular, obat dan makanan,

36. Pengefolaan, penerimaan dan pendistribusian pembekalan farmasi dan peraturan
kesehak]?n dalam rangka pelayanan kesehatan, pencegahan dan pemberantasan
penya

37. Pelayanan  kesehatan masyarakat, unit kesehatan sekolah, gigi dan mulut,
laboratorium, pengamatan penyakit, pelayanan medik, rehabilitasi medik, perawatan
kesehatan rujukan;

38. Pengadaan pengobatan dan afat kesehatan,

39. Pengendalian kesehatan rujukan pemerintah dan swasta.

40. Peayuluban kesehatan masyarakat.

41. Suvervisi ke apotik, toka-toko obat dan perusahaan makanan dan minuman.

42, Penyelenggarean dan pemberian izin praktek dokter, bidan dan tenaga kesehatan
lainnya serta izin praktek pengobatan tradisional.

43. Proses administrasi penyiapan akreditasi pelayanan kesehatan pemerintah dan
swasta.

44. Rekomendasi perizinan pelayanan medik swasts spesialis, RS, BUMN dan instznsi
lainnya,

45, Upaya pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan.

4. Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat,

47, Pengelolaan/pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat.

48. Bimbingan pengendalian dan pengawasan terhadap institusi kesehatan milik kota.

49, Pengawasan terhadap industri farmasi,

30. Bimbingan pengendalian dan pengawasan fugas pembantuan,

51. Pendirian bangunan dan pemeitharaan kesehatan sebagai tempat penyelenggaraan
upaya kesehatan yaitu : Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Rumah Sakit Unwm.

52. Penyelenggaraan dan pemberian izin laboratorium kesehatan

53. Pengawasan standar pengqunaan obat, alat kesehatan bahan berhahaya dan
perlengkapan izinnya.

54. Mengeluarkan rekomendasi I2in institusi pendidikan tenaga kesehatan,

35. Perbinaan dan pelaksanaan akreditasi institusi pendidikan tenaga kesehatan.

56. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan setingkat SLTA

57. Memberikan rekomendasi untuk perizinan dan askreditas RS dan mendirikan sarana
kesehatan BF/RB swasta, BKIA dan sebagainya.

58, Rekomendasi perizinan tetap laboratorium swastk

39. Perdagangan farmasi.

60. Pelaksanaan koordinasi survailans epideprolegi, kesehatan haji serta penanggulargan
krisis kesehatan, wabah, kejadian luar biasa dan bencana afam dalam skala kota.

61. Pemberantasan penyakit dan imunisasi.

62. Rekrutmen dan pendayagunaan tenaga kesehatan untuk pemerintah daerah

12.BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kalender pendidikan TK, SD, SLTP, SMU,
SMK, dan PLS di daerah masing-masing sesual dengan kondisi, budaya, dan
ketentuan jam belajar efektif.

2. Pelaksanaan penerimaan dan perpindahan pesertz didik TK, SD, SLTP, SMU, SMK,
dan PLS,

3. Penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar, TK, kurkulum muatan lokal
S0, SLTP, SMU, SMK, dan PLS dan program kegiatan PLS, kepemudaan, dan
kealahragaan.

4. Pelaksanaan pregram kegiatan belajar TK dan kurikulum S0, SLTP, SMU, SMK, dan
PLS serta memberikan masukan bagi usaha pengembangan kurikulum nasional.

9. Pelaksanaan pengelolaan TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta penyelenggaraan pregram
pendidikan luar sekolzh, kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
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6. Pengembangan soal ufian/penilaian hasil belajar peserta didik.

7. Pelaksanaan penilaian hasil belajar TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta program PLS,
kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

8. Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan, dan perawatan
sarand dan prasarana termasuk pembangunan infrastruitur TK, SD, 5LTP, SMU, SMK,
dan PLS, kepemnudaan, dan keclahragaan.

9. Pengadaan buku pelajaran dan bahan-ajar TK, SD, SLTP, SMU, SMK serta modul
program PLS dan modul pembelajaran program kepemudaan dan keolahragaan.

10. I;Pfsmncanaan dan penetapan pendirian dan penutupan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan

11. Perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD,
SLTP, SMU, SMK, serta tenaga teknis PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.

4. Perencanaan formasi tenaga kependidikan TK, SD, S5LTP, SMU dan SMK, serta
tenaga teknls PLS, kepemudaan dan keolahragaan,

b. Perencanaan pengadaan {perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan
dan pengangkatan) tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU dan SMK serta
tenaga teknis PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.

C. Perencanaan penempatan tenaga kependldikan' TK, SD, SLTP, SMU, dan SMK,
seria tenaga teknis PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.

12, Pelaksanaan mutasi tenaga kependidikan TK, 5D, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepermudaan
dan keclabragaan.

a. Pelaks2aan pengangkatan dan penempatan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP,
SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.

b. Pelaksanaan kenalkan pangkat tenaga kependldikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK,
PLS, kepemudaan, dan keolahragaan.

€. Pelaksanaan pemberfventian/pemensiunan tenaga kependidikan TX, SD, SLTP,
SMU, SMK, PLS, kepemudaan, dan keolahragaan,

d. Pelaksanaan alih tugas tenaga kependidikan TK, SD, SLTP, SMU, SMK, PLS,
kepemudaan dan keolahragaan.

13. Pelaksanzan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan
kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP,
SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan,

. Pelaksanaan penyusunan rencana pembinaan dan pengembangan Karir,
kemarnpuan’ profesional dan kesejahteraan tenaga kependidikan TK, 5D, SLTP,
SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karlr, kemampuan profesional,
kesejahteraan tenaga kependidikan TX, 5D, SLTP, SMU, SMK, PLS, kepemudaan
dan keofahragaan.

¢, Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP,
SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolzhragaan,

14. Pemberian penghargaan dan perlindungan pendidikan, kepemudaan, keolahragaan,
bahasa dan sastra.

15. Pelaksanaan akreditast TK, SD, SLTP, SMU, SMK dan lembaga pendidikan luar
sekolah.

16. Perencanaan dan penganggaran biaya pendidikan persekolzhan dan luar sekolah,
serta program kepemudaan dan keolahragaan,

17. Pelaksanaan ketjasama dalam dan luar negen bidang pendidikan, pemuda dan
olahraga.

18, Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja TX, SO, SLTP, SMU, SMK dan lembaga
pendidikan luar sekolah, kepemudaan dan keolabragaan.

19. Pemberian dukungan pelaksanaan clahraga di sekolah dan masyarakat serta lieglatan
kepemudaan.

20. Pelaksanaan pengembangan olahraga masyarekat/tradisional.

21. Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahii/profesional bidang pendidikan, periuda dan
olahraga.

22, Pener;g;:an petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran sera masyarakat di
bidang pendldikan, kepemudaan dan keolahragaan.
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23. Pemerintzh dapat memberikan dukungan penyelenggaraan keglatan PLB antara lain
penyediaan tanah, pembangunan/rehabilitasi gedung dan bantuan biaya pendidikan
sesuai dengan kemampuan daerah.

24. Memantau dan mengevaluas; kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

235. Penetapan kebijakan pelaksanaan penerimaan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

26. Penyelenggaraan kelender pendidikan dan jumlah jam belajar altenatif setlap tahun
bagi Penddkan Dasar, Menengah dan Luar Sekolah,

27, Perwelenggaraan dan pembinaan Jzin mendirikan sekofah.

28. Mengembangkan soal uflan sesuai kurikulum muatan lokal,

29. Pelaksanaan Inovast Dikbud,

30. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan Dikbud,

31, Pelaksanaan pembinaan kegiatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

32, Menyusun pedoman pengelolaan TK, 5D, SLTP, SMU dan SMK.

33. Memantau, mengendalikan dan menila] kebifaksanaan PBM dan manajemen sekolah.

34. Mengembangkan standar kompetensi siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK,

35. Menyusun petunjuk pelaksanaan keglatan siswa TK, SD, SLTP, SMU dan SMK.

36. Peiﬁm-naan pengendalian, pengawasan dan evaluas penyelenggaraan belajar jarak
jauh.

37. Menyajikan data keperluan blanko STTB dan DANEM SD, SLTP, SMU dan SMK,

38. Memantau dan mengevaluasi penigoumaan sarana dan prasarana TK, SD, SLTP, SMU
dan SMK

39. Mengawast dan mengendalikan pelaksanaan kurikulum nulok PLS.

40. Penetapan sistem dan evaluasi hasi belajar program PLS.

41. Penetapan pedoman penyelenggaraan program PLS di SXB.

42. Menyelenggarakan program dan menetapkan jdtlak penilaian hasil belajar PLS
berdasarkan pedoman yang ditetapkan Pemerintah,

43. Menyediakan bahan belaar, tempat belajar dan fasilitas lainnya bagi PLS.

44, Penetapan jutlak penyelenggaraan kursus.

45. Memberikan izin penyelenggaraan kursus.

45. Pelaksanaan evaluas! penyelenggaraan kursus

47. Meneliti dan mengembangkan model program kursus.

48. Mengembangkan soal ufian/penilaian hasil belafar PLS sesual program muatan lokal di
daerah.

49. Menetapkan petunjuk pelaksanaan keglatan ke olshragaan di sekolah dan luar
sekalah.

50. Merencanakarn kebutuhan pengadaan dan penempatan tenaga teknis kebudayaan.

51. Melaksanakan mutast tenaga teknis kebudayaan di daerah yang bersangkutan.

52. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan tenaga teknis kebudayaan.

13.BIDANG SOSIAL

1. Perencanaan pembangunan Kesejahteraan Sosia? dan  Pendataan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Perwuluhan dan Bimbingan Sostal.

Pembinaan Nilai Kepahiawanan, Keperintisan dan Kejuangan. il

Pelayanan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar {dalam dan luar Pant).

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Ballta mefalui penitipan anak dan adopsi lingkup

daem‘

Pelayanan anak terfantar (daiam dan luar Panti).

Pelayanan dan rehabiitasi soslal penyandang cacat.

Pelayanan dan rehablitasi sosial tuna sosial {tuna susila, gefandangan, pengemis,

waria dan eks nara pidana).

9. Pemberdayaan keluarga miskin, meliput! kepada : fakir miskin, wanita rawan sosial
ekonomi.

10. Permnberdayaan Karang Taruna,

11. Pemberdayaan Organisasi Sosial/LSM/Organisasi profesi dl lingkup daerah.

12. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat{TKSM).

S
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13. Pemberdayaan Dunia Uszha {partisipasi dalam UKS),

14. Pengumpulan sumbangan sosial di lingkup daerah,

15. Penanggulangan korban bencana alam lingkup daerah,

16, Senanr?gulangan korban tindak kekerasan (anak, wanlia, dan lanjut usla) lingkup
aerah.

17. Penanggulangan korban NAPZA.

18. Pelayanan kesejahteraan sosial keluarga.

19, Pelayanan kesejahteraan sosial angkatan kerja.

20. Penelitian dan ujl coba pengembangan usaha kesejahteraan sosial ngkup daerah.

21. Penyelenggaraan system informasi kesejahteraan sosial lingkup daerah.

22. Penyelenggaraan pelatihan tenaga bidang UKS lingkup daerah,

23, Penyelenggaraan koordinas! pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial ingkup daerah.

24. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pefaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial.

25. Pembinaan kulaurga muda mandiri (KMM).

6. Pembinaan keluarga rumah tidak layak huni./ RSPK.

27. Pembinaan dan peningkatan partisipasi ssosfal kemasyarakatar:.

28. Pembinaan dan peningkatan kesejahteraan soslal anak Jalanan (Anjai).

29. Pembinaan Panti-panti sosial anak.

30. Peningkatan peranan dan fungsi wanita bidang kesejahteraan sosial.

31. Pemeliharaan dan pemugaran TMP dan MPU.

32, Pelayanan kesejahteraan anak melalul kelompok bermain,

33. Pencegahan dan penanggulangan korban AidsfHIvV.

34. Pemulangan orang terantar dalam perjalanan,

35. Penanganan orang sakit terfantar dan mayat terlantar.

36. Pemberian faminan soslal dan asuransi sosial,

37. Pembinaan dan pemberdayaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3)

38, Peningkatan dan pengembangan program usaha kesejahteraan sosial.

39. pendataan dan penyandang masalah kesejahteraan sosial {PMKS).

40. Pembinaan anak nakai dan karban narkotlka (SNKN).

41. Pembinaan komunitas adar terpencit.

42, Pembinaan dan penyelenggaraan undian berhadiah,

14.BIDANG PEHATAArLH RUANG.

A. Pengaturan.

1. Penyusunan Peraturan Daerah dan sebagai pelaksana petaturan Propinsi dan

Nasional dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Penetapan kebijalan dan sirategl perencanaan bidang penataan nandg.

Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang wilayah kota.

Penataan ruang perairan sampai dengan 4 {empat) mil dar garis pantai.

Penetapan dan perobahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka

penyusunan tata ruang,

Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang penataan LN,

Penyusunan rencana,program dang anggaran bersama masyarakat di bidang

penataan ruang, .

Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah. Kota {RUTRD) beserta program

pemanfaatan ruang untuk daerah dan rencana Detall Tata Ruang (RDTR) untuk

satuan kawasan pengembangan

9. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang kawasan parkotaan beserta program
pemanfaatan neang untuk kawasan perkotaan termasuk perwyusupan rencana
detall tata ruang untuk kawasan Kota, kecuali kawasan yang mempunyal
kepentingan Naslonal dan/atau Daerah Propinsi

10. Penyusunan rencama teknik suang, penylapan ruang dan pengendallan
pemanfaatan ruang untuk satuan pemukiman, kecuali satuan perukiman yang
mempunyal kepentingan Nasional dan / atau Propinsi

N
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11. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan fingkungan untuk pedoman atau acuan
teknis operaslonal pelayanan di bidang tata ruang,

12. Pengawasan dan Pengendalian ata ruang kota.

13. Pengaturan dan pengendalian tsta letak bangunan.

B. Pembinaan.
1. Penataan perwilayahan ekoslstim daerah tangkapan air pada DAS.
2. Penetapan NSPM bidang penataan ruang wilayah,
3. Penerapan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang vang viajib
dilaksanakan oleh Kota Padang,
1. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang penataan ruang yang tidak dapat
dilaksanakan oleh kota kepada propinsi.
2. Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM bidang penataan ruang,
3. Pengembangan jaringan telematika sistem informasi dan tata penataan ruang .
4. Melakukan penelitian, pembinaan teknologi kawasan dan bangunan yang
mengandung nilal sejarah dan arsitek yang tingagi.

C.Pambangunan

Penyelenggaraan penataan ruang dan pengusahaan investasi di daerah bekerjasama
dengan masyarakat dan dunia usaha.

D. Pengawasan.
L. Pengendaiaian pemanfaatan ruang berdasarkan RTRW .
2. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah tentang penataan ruang.
3. Penetapan dan perubahan fungsl kawasan di dalam kota dalam rangka menjaga
keseimbangan ekosistem,
4. IPB (izin Pemanfaatan Bangunan).
5. Mengelola, memungut retribusi Izin mendirikan bangunan.
6. Pengawasan, penertiban dan pembongkaran bangunan {iar.

15.BIDANG PERMUKIMAN.
A, Pengaturan

1. Penyusunan peraturan daerah sebagat pelaksana peraturan propinsi dan Nasional
dalam penyélenggaraan perumahan dan permukiman, serta bangunan gedung
bersama masyarakat.

2. Peretapan kebifakan dan strategi perencanaan tingkat daerah bidang
pengembangan perumahan dan permukiman (pembinaan, pendampingan dan
pengaturan langsung pada masyarakat).

3. Penetapan kebijakan kelembagaan dan badan usaha tingkat daerah di bidang
perumahan dan permukiman serta bangunan gedung.

4. Penyusunan rencana program dan anggaran df tingkat daerah bersama
masyarakat di bidang perumahan dan permukiman,

5. Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yvang telah disahkan
pemerittah di bidang perumahan dan permukiman daerah.

B. Pembinaan
1. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan perumahan dan permukiman
tingkat daerah berdasarkan pedoman penyelenggaraan tingkat nasional.
2. Penetapan dan penerapan NSPM penyelenggaraan bangunan gedung tingkat
daerah berdasarkan padoman penyelenggaraan tingkat nasional.
Pendataan perumahan dan permukiman pada tingkat daerah.
Penerapan dan pengawasan pedoman konservast dan revitallisasi arsitektur
bangunan, dan lingkungan permukiman bersejarah dan atau tradisional,
5. Penerapan dan pengawasan pedoman sistem dan mekanisme untuk mchilisasi
dana jangka panjany serta subsidi perumahan (KPR, Rusunawa, Sewa Beli
PZ2BPK).

>
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6. Pengaturan dan pembinaan pembangunan perumahan heserta prasarana dan
fasifitas fingkungan pemukiman.

7. Penyusunan rencana dan program  pembangunan serta pengembangan
perumahan dan permukiman secars terpadu, terutama program pembangunan
rumzh sederhana, rumah sewa dan rumah susun,

8. Penataan, pembangunan, pemelibaraan dan pengawasan untuk mencegah
terjadinya kawasan kurmuh dan melakukan peremajan lingkungan,

9. Pengaturan dan pengetolaan proses penyerahan prasarana dan sarana lingkungar;
serta utilitas umum yang dibangun oleh perusahaan pembangunan perurnahan.

10. Penerapan standar pelayanan minimal yang walb dilaksznakan oleh daerah
berdasarkan standar pelayanan minimai yang ditetapkan oleh prepinsi, di bidang
Perumahan dan permukirnan, serta bangunan gedung.

11. Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang perumahan dan permukiman yang
tidak dapat dilaksanakan oleh daerah kepada propinsi,

12. Pelayanan perifinan yang berhubungan dengan pembangunan perumahan dan
permukiman,

13. Sosialisast peraturan Perundangan-undangan dan NSPM di bidang perumahan dan
permukiman bangunan gedung, rumah dan gedung negara.

14. Penylapan pendampingan di bidang perumahan dan permaukiman pada
masyarakat daerah.

15. Pengembangan dan pelayanan informasi dan komunikasi daerah perumahan dan
permukiman, serta bangunan gedung.

16. Penefitian dan pengembangan teknik teknolog? bangunan, perumahan dan
permukiman, seria bangunan gedung, termasuk konservasi arsitektur bangunan
dan lingkungan permukiman.

C. Pembangunan

Penanggulangan bencana berskala lokal di bidang perumahan dan permukiman.
Penyelenggaraan bangunan gedung dan rumah neqarayang menjadi asset daerah.
Pembangunan dan pengelolaan KASIBA pada kawasan yang berada pada wilayzh
daerah yang bukan ditentukan sebagai kawasan tertentu.

Pembangunan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman serta bangunan
urnum yang diamanatkan oleh ketentuan undang-undang atau peraturan daerah.
Pembangunan perumahan dan permukiman yang di tugas pembantuan.
Pembangunan, pemellraraan dan pengelolaan bangunan pelayanan umun.
Perngembangan konstruksi arsitektur

P WD
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D. Pengawasan
1. Pengawasan dan pengendallan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan
perrmukiman, bangunan gedung, rumah dan gedung negara di tingkat daerah.
Z. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang perumahan dan
permukiman, serta bangunan gedung.

16.BIDANG PEKERJAAN UMUM
1. Sub Bidang Jalan
a. Pengaturan.
1. Penetapan peraturan daerah di bidang jalan.
2. Penetapan kebijakan di bidang jalan untuk mendukung pembangunan secara
makro.,
3. Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat daerah di
bidang jalan. _
4. Penyusupan rencana umum jangka panjang, jangka menengah, dan jangka
pendek jaian strategis jalan kelurahan.
Pengaturan dan penetapan status dan fungst jalan kota, dan jalan kelur‘ahan.
Penetapan perfanjlan atau persetujuan internasional yang telah disahkan
pemerintatr di bidang jalan kota,

o
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b. Pembinaan.

PENa 1 A W N

;znaapun dan mle?:ﬂ NSPM di bidang jalan,

nerapan standar pelayanan minimal di bi rasara [ i
ditaksanakan oleh daerah, Idang P 2 Jalon dan wajb
Etr;zlnan, pelayanan dan pengendalian fungsi dan tertib pemanfaatan jalan
Pemi:lerian izin pemanfaatan Daamajs, Damifa, dan Daw. untuk jal
naslnnal1 jalan propinsi, dan falan kota, B 2P faian
Pengusulan pelimpehan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat
dllagnakan oleh daerah kepada propinsi, " >
Seslalisasi peraturan perundang-undangan dan NSPM di bidang jalan.
Penetapan sistern informasi jalan kota, -

Penelitian dan pengembangan teknik teknologi di bidang falan,

Penetapan persyaratan pemberian izin pembangunan jalan tol di dalam kota
{non lintas kota),

10. Pemberian izin pambangunan jalan tol di dalam kota {non lintas kota),

¢ Pe
1.

2.
31

4‘
5

mbangunan.

Perencanaan LaAnum, perencanaan teknis, pembangunan, dan pemeliharaan
jalan kota, jalan strategis kota dan falan kelurahan,

Penanggulangan bencana yang beraklbat pada jalan kota.

Perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan RBlian yang diamanatkan oleh
Undang-undang dan atau Peraturan Daerah.

Perencanaan dan pembangunan faringan jalan tol non-lintas kota.

. Perencanaan, pembangunan, dan atau pemeliharaan jalan naslonal yang tugas

pembantuan,

d. Pengawasan.

el Ll

Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jalan kota dan jalan kelurahan,
Pengendalian fungs! dan mantaat terhadap falan kota dan jalan kealurahan,
Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah di bidang jalan.
Penyelenggaraan dan penyusunan prasarana dan sarana jatan dan jembatan

beserta qengembangannya.

2. Sub Bidang Pengairan
a. Pengaturan.

1,

ol

;;

Peretapan peratursn daersh di bidang pengairan (dalam  keglatan
periindungan, pengermbangan, pemanfaatan / pengelolaan akr dan sumber air
serfa pengendaflan daya rusak alr),

Penetapan kebijakan dan strategi daerah di bidang pengairan.

Pengaturan kebijakan kelembagaan dan badan usaha di tingkat daerah di
bidang pengairan.

Penyusunan rencana makro (penentuan prioritas dan pengaturan) di bidang
pengaran.

Penyusunan program dan anggaran daerah di bidang pengairan.

Penerapan perjanjian atau persetujuan internasional yang telah disahkan
pemetintah di bidang pengalran,

b. Pembinaan

1.
2.

3.

Penerapan dan pengawasan pedoman, manual, dan norma di bidang
pengairan,

Penerapan standar pelayanan minimal di bidang pengairan yang wajib
dliaksanakan oleh daerah,

Penerapan dan pengawasan standarisasi naslonal di bidang sarana dan

prasarana pengairan. _
Penetapan mekarisme dan pelaksanaan koordinasi dalam kegiatan pengairan.
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5. :leu'jlgasi SOM dan pemberdayaan SDM meliput) aparatur, masyarakat dan mitra

6. Pembinaan gabungan P3A dan P3A,

7. Pelaksanaan Dikiat dan pendidikan non formal daerah di bidang SDA.

8. Pengembangan jaringan telematika untuk sistem informast dan data hidrologi

air sumber air daerah,

Q. Penelitian dan pengembangan teknis dl hidang pengairan,

10. Perizinan mendirikan, mengubah, membongkar (sefain yang tersebut di atas)
yang berada di dalam, di atas Maupun yang mefintasi saluran irigasi yang
seluruh jaringan irigasy lingkup daerah,

11. Penetapan persyaratan pemberian Izn yang terikat dengan air dan sumber air
yang terletak dalam satu wilayah.

12. Pemberian izin untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber
daya air yang terletak dalam saty wilayah.

13. Pengelolaan sumber daya alr pernukaan, eksploitasi dan pemeliharaan
Jaringan irigas| dan dralnase lokal beserts bangunan pelengkap,

14, Pembinaan BUMD/koorporatisasi wilayah sungal,

15. Penerapan standar pelayanan minimat bidang sumber daya air yang waijib
dilaksanakan.

16, Pengusulan pelimpahan kewenangan di bidang jalan yang tidak dapat
dilaksanakan oleh dacrah,

17. Sosiallsasi peraturan perundang-undangan dan NSPM dl bidang pengairan,

18. Pelaksanaan rencana Induk pengembangan wilayah surigai, rawa, pantai.

18, Koordinasifpelaksanaan rencana induk pengembangan wilayah sungai lintas

kabupaten dan atau strategis regional,

¢. Pembangunan.

1. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitas pengairen sesual kemampuan
daerah,

2. Pelaksanaan pembangunan dan rehabilitas jeringan Irigasi skala kecll air dan
sesual dengan kemampuan daerah.

3. Penanggufangan bencana berskala daerah di bidang pengalian.

4. O & P sumber daya alr dan jaringan irigasi .

5. Penyelenigaraan dan pengawasan sumber daya air permiskaan non lintas kota.

d. Pengawasan.
1. Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap jaringan irigasi kelurahan.
2. Pengendalian fungsi dan manfaat techadap sumber daya air.
3. Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang pengairan.
4. Pengaturan pemakaian dan pemanfaatan jaringan Irigasi serta sumber airnya
termasuk bendungan maupun danau yang ada di wilayahnya,
5. Penyelenggarean dan pengawasan prasarana dan sarana pengairan, serta

petiembangannya.

3. Sub Bidang Prasarana Dan Sarana Perkotaan / Pedesaan
a. Pengaturan
%, Penyusunan peraturan daerah dan sebagai pelaksana peraturan provinsi dan
nasional dalam prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.
Penetapan kebliakan dalam pengembangan prasarana dan sarana perkotaan
dan kelurahan dan kawasan terbangun.
Penetapan kebijakan kelembagaan di bidang prasarana perkotaan/kelurahan,
' Penyusunan rencana, program dan angaran bersama masyarakat dl bidang
prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.
Penerapan perjanfian atau persetujuan intermasional vang telah disahkan
pemerintah dibidang prasarana dan sarana perkotaan/ kelurahan.
b. Pembinaan
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c. Pe
1.

2.
3.
4‘

Penerapan dan pengawasan NSPM di bidang prasarena dan sarana parkotaan
dan kelurahan. ’

Penerapan dan pengawasan pedoman pelestarian dan revitalisasi kaw
bersejarah, dan kawasan budidaya. on
Penerapan standar pelayanan minimal di bidang presarana dan sarana
perkotaan yang wajib dllaksanakan oleh daerah.

Pengusulan peflmpahan kewenangan dibidang prasarana dan  sarana
perkti)rt;?nfkelurahan yang Hdak dapat dilsksanakan oleh daerah kepada
propinss.

Sosfalisasi NSPM dI bidang prasarana dan sarana perkotaan dan pedesaan.
Pengembangan sistim informasi tingkat di bidang prasarana dan sarana
perkotaan dan kelurahan.

mbangunan

Penangulangan bencana berskala daerah dibidang prasarana dan sarana
perkotaanykeiurahan.

Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan.

Pembangunan prasarana dan sarana perkotaan dan kelurahan yang di tugasl
pembantuan, .

Pemberian lzin pembangunan utllitas, perabukaan dan pembongkaran
m&u{:an dan jaringan utilitas yang tdak sesual menurut ketentuan yang

d. Pengawasan

1.
2'

3.
4,

Pengawasan fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana kelurahan.
Pengendalian fungsi dan manfaat terhadap prasarana dan sarana perkotaan
dan kelurahan.

Pengawasan terhadap penerapan peraturan daerah dibidang prasarana dan
sarana perkotzn dan kelurahan.

Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di bidang prasarana witayah.

4. Sub Bidang (Jasa) Konstruksi
a. Pengaturan.

1.

o ol o

tn

Penetapan peraturan daerah dibidang jasa kontrukst berdasarkan pengaturan
tingkat nasional.

Penetapan kebijakan pengembangan jasa kontruksi.

Penetapan kebifakan kelembagaan di bidang jesa kontruksi,

Penyusunan rencana, program ¢an anggaran daerah di bidang
pengembangan jasa konstruksi.

Pengaturan dan pengelolaan perizinan bahan bangunan.

b. Pembinaan

Pemberian |zin usaha jasa konstruksi Nasional.

Pengembangan SDM dl bidang jasa konstruksi.

Pengembangan usaha termasuk mendorang kemitraan.

Sosialisas! peraturan perundang- undangan dan NSPM bidang jasa kontruksi.
Pengembangan sistim Informasi nasional di bidang jasa konstruksl.

Fassilitas penyalenggaraan forum fasa konstruksi tingkat daerah.

Penelitian dan pengem bangan jasa kenstruksl.

. Pengawasan.
- Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa

konstruks| tingkat daerah,
Penyelenggaraan pengawasan dan: pengendalian menagement konstruksl,



17.BIDANG PERHUBUNGAWN

A, Perhubungan darat
1. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan sekunder,

Panyusunan dan penetapan kias jalan .

Penetapan Iokasl terminal penumpang Tipe C.

Penyelengaraan terminal panumpang dan terminal barang,

Penetapan lokasi terminal barang.

Pelaksanaan pengujlan berkala kendaraan bermotor.

Pelaksanaan pemeriksaan kendaraan bemaotor di jalan.

Pemberian izin bengkel umum kendaraan bermotor untuk melakukan pengujian

kendaraan bermotor.

9. Penyusunan jaringan trayek angkutan kota.

10. Pemberian izin trayek angkutan kota,

11. Pemberian izin usaha angkutan penumpang dan izin usaha angkutan barang,

12. Pemberian izin operasi taksi yang melayani wilayah kota,

13. Pemberian izin usaha angkutan sewa.

14. Penetapan tarif angkutan kota ketas ekonomi.

15, Penentuan [okasi rambu [alulintas, marka jalan alat pember! isvarat ialu lintas,
alat pemgendali dan pengaman permnakai jalan serta fasilitas pendukung.

16. Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu Jaluiintas, marka jalan, alat pemberi
isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakal jalan serte Fasilitas
penduiing jalan kota, jafan nasional dan jalan propinsi yang berada dalam
Wilayah kota .

17. Penentuan lokas! fasilitas parkir untuk umum,

18. Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum.

19. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kota, jalan
Nasional dan jalan Propinsi yang berada di datam wilayah Kota.

20. Penyelenggaraan anaiisis dampak lalu fintas di jalan Kota, jalan Nasional dan
jatan Propinsi yang berada di dalam wilayah Kota,

21. Penyelenggaraan pencegahan dan penangguiangan kecelakaan falu lintas.

22. Pemberian izin penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu Entas.

23. Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

24, Penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan,

25, Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaast rambu sungai.

26. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangar:.

27. Penetapan tarif jasa pelabufan penyeberangan.

28. Penetapan lintas penyeberangan dalam Kota.

29. Pemeriksaan mutu pelayanan kapal-kapal SDP yang akan dioperasiakan pada
lintas dalam propinsi.

30. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan SDF.

31. Pengawasan bahan atau barang berbahaya dengan angkutan SDP padz lintzs
antara propinsi,

32. Pelaksanaan pembanrgunan dan pemeliharaan alur sungai.

33. Panatepan lintas penyeberangan dalam daerah.

34, Penetapan lokasi dan jenis rambu di sungai.

35, Pemberian in usaha angkutan SCP.

35, Pembangunan jalan rel fintas kota.

37. Pemberfan izin pembangunan/pengoperasian prasaranan dan sarana kereta api
pada wilayah kota.

3B. Penetapan jaringan pelayanan kerela api pada wilayah kota.

39. Penetapan tarif pelayanan kelas ekonomi kereta api lintas kota.

40. Penyusunan master plan petabuhan penyeberangan.

41, Penyelenggaraan pelabuhan sungai.

42. Penyusunan master plan pelabuban sungai.

43. Penyusunan master plan gelabuhan-pelabuban penyeherangan.

44, Perenganaan pelgbuhan SBP yang tdak diusahakan yang melintasi lintas dalam
kota.
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45, Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai.

46. Penyelenggaraan operasl kapal kerja sungai. -

47. Penetapan tarif fasa pelabuhan sungal,

48, Penetapan lokasi pefabuhan sungal.

49, Penyusunan rencana kebutuhan dan lokas) pembangunan prasarana angkutan
sungai.

50. Fenetgpan jaringan trayek sungai dan pemberian [zin penggunaan jaringan lintas
sungai,

51.1zin pembuatan tempat penimbunan kayu (log pond} faring terapung dan
kerambzh di sungal.

52. Izin pembangunan prasarana dan melintasi alur sungai

53. Penetapan lokasl dan jenls rambu sungal.

o4. mbmgum pelabuhan SDP yang Hdak diusahakan yang melayani lintas dalam

35. Pengoperasian pelabuhan SDP yang tidak diusahakan yang melintasi lintas dalam
kota.
56. f:;etapan tarif jasa pelabuhan SDP yang diusahakan vang melayani lintas dalam

57. Pem;rh{tan registrasi kapal-kapal sungai.
58. Penetapan pengawakan kapal sungal.
59, pemeriksaan dan pengukuran kapal sungai.

. Perhubungan laut

1. Pemberian Surat Izin Usaha Perusahaan {SIUPP) dan Surat Izin Operasi
Perusahaan Non Pelayaran dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat
(SIUPPER} daerah.

2. Pemberian surat izin usaha penunjang angkutan laut :

— Ekspedisl Muatan Kapal Laut (EMKL);

- Perusahaan Bongkar Muat {PBM);

— Jasa Pengurusan Transportasi {JPT):

— Parusahaan Tally;

— Depo Peli Kemas’

Pemberian izin kerja keruk leblh kecil dar 50.000 M3 dan reklamasi lebih kecil

darl 2 Ha pada pelabuhan Regional,

Pembertan rekomendasi dalam penerbitan izin usaha dan keglatan salvage serta

persetujuan Pekerjaan Bawah Alr (PBA) dan pengawasan kegiatannya,

Penetapan Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) di pelabuhan Ragional.

Pelaksanaan pemanduan dan penundaan kapal (di pelabuban yang dikelola oleh

daerah.

Pelaksanaan rekomendasi tatanan Kepelabuhan Regional.

Pelaksanaan rancang bangun fasilitas pelabuhan bagi pelabuhan dengan

pelayanan lokal,

. Pelaksanaan dan pengawasan slstem prosedur (SISPRO) pelayanan jasa
pelabuhan Regional.

10. Penetapan besaran tarif angkutan laut penumpang kelas ekonomi/non ekonomi

dalam lingkup daerah.

11. Penyelenggaraan jasa kepelabuhan bagi pelabuhan Regional.

12, Perenicanaan, pembangunan dan pemellharaan pelabuban Reglonal.

13. Pelaksanaan pengerukan dan reklamasi pada pelabuhan Regional.

14. Pengawasan pelaksanaan jasa pelabuhan Regional daerah dan tarif angkutan laut

penurmpang lintas Kabupaten dalam Propinsi.

15. Pengusulan besaran tarif jasa pefabuhan Regional.

16. Penetapan DLKR / DLKP bagl pelabuhan-pelabuhan Regional.

17. Pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan Regional,
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18, :eir?lés_rar;aan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran isi kotor lebih kecil
a L]

19. Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal berukuran Isi kotor lebih kecil dari GT 7.

20. Pelaksanaan pembangunan sarana Bantu navigasi pelayaran.

21, redzksanaan penanggulangan pencemaran dan bantuan pertolongan musibah di
a

C. PERHUBUNGAN LIDARA

1. Pelaksanaan penerbltan IMB bagi bangunan-bangunan dalam Kawasan
Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) setelah mendapat rekomendasi dari
penyelenggara Bandar Udara.

Penerbitan rekomendasi pembangunan di dalam Bandar Udara,

Pemberian bimbirgan dan penyufuhan kepada masyarakat sekitar Bandar Udara.
Pemberfan izin lokasi Bandar Udara dengan kapasitas daya dukung landasan
sampai dengan 13.600 LBS.

call e

D. Pos Dan Telekomunikasi

1. Pelaksanaan pemantavan dan evaluas| kegiatan filatell serta peryusunan
pelaporannya.

. Penerbitan lzin penyelenggaraan instalasi kabel rumah {IKR/G})

Penyelenggaraan jasa tefekomunikasi yang bersifat iokal.

Peniyelenggaraan jaringan telekomenikasl yang bersifat lokal.

Penyefenggaraan telekomunikasi khusus,

Pengujian terhadap alat/perangkat pos dan telekomunikasi dapat ditakukan oleh

Balal Uji daerah, '

Pelaksanaan permantauan dan penertiban pelanggaran atas ketentuan sertifikasi

dan penandaan alat/perangkat Postel,

Pemberian izin penggunaan spektrum frekuens! radio untuk televisi dan radio

lokal, dengan tetap mengacu alokasi spektrum frekuensi Nasional.

© N Smawn

18.BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Penetapan pemanfaatan sumber daya alam dengan mengakomodasi aspek

budaya.

Penatapan fungsi soslal dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Penentuan aspek sosial budaya dalam perobahan fungsl ruang kawasan dan

lahan,

Penetapan profil, sistim informasi, geogrefi serta atlas daerah pengelolazn

Ingkungan dan sumber daya alam.

5. Penetapan sistem jaringan infonmasi geografi pengelolaan Hngkungan dan
sumber daya alam.

6. Penetapan program pemantauan kualltas lingkungan daerah.

7. Penetapan perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang
dengan mengintegrasi kebijakan perobahan iklim.

8. Penetzpan kebljokan implementesi care-cara adaptasi dan strategi menghadapi
perobahan Iklim,

9. Penetapan kebijakan dampak hujan asam.

i0. Peretapan sistem, pemantauan yang memadai untuk menghadapi perobahan
tklim.

11, Penetapan kawasan yang bereslko menimbulkan bencana lingkungan.

12, Penetapan kawasan lingkungan dan sumber daya alam wilayah pesisir dan laut
kurang dari 4 mil yang potensial dan sensitive terhadap pencemaran.

13. Penetapan prosedur pelaksanaan penanggulangan bencana akibat tumpahan
rninyak dae Dahan kimia lainnya di pesisir dan laut kurang dari 4 mil.
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14. Penptapan perlindungan ekesistem peka terhadap pencemaran minyak di lokasi
pesisir dan laut kurang danl 4 mil.

15. Penetapan prosedur operasi standar penanggulangan pencemaran da
ekoslstem peka dl lokasi pesisir dan laut kurang Eﬁ 4 mil. >

16, Penentuan titik referens! pemantauan kuaftas udara ambient,

17, ;ed:e)rfman titik referensi pemantauan emisi kendaraan bermator falan raya { road

18, Penetapan standar emisl kendaraan bermator,

19. Pengurmuman status kualitas udara daerah,

20, Penetapan sistem Intensif dan disinsentif pengelolaan lingkungan hidup.

21. ?getapzn lembaga yang menangani permasalahan akses sumber daya genetika

aerah,

22, Ill'ineiapan pembentukan kelembagaan dalam penpendalian kebakaran hutan dan
ahan,

23. Penetapan sumber daya alam.

24, Penetapan pelestarian keaneka ragaman hayat! daerah.

25. Pengusulan penetapan konservasi exsitu dan Insitu dl lingkungan daerah,

26. Pengusulan penetapan lokasi TPA.

27. Penetapan baku mutu lingkungan daerah berdasarian peraturan Nasional.

28, Inventarisasi data sumber daya alam dan lingkungan perkotaan.

29, Melakukan intensifikasi kawasan daerah penting aklbat kegiatan pembangunan
{industri, perumahan, pendayagunaan dan jasa/lapangan goff.

30. Penetapan kebljakan rehabllitas] kerusakan lingkurgan.

PENGATURAN

1. Pengaturan pemberdayaan masyarakat dalam pengeloiaan lingkungan hidup.

2. Pengaturan sistem pemantauan kondlsi dan potensi  serta kerusakan
kenekaragaman havati daerah.

3. Pengaturan penefapan perindungan keanekaragaman hayati ( tumbuhan, satwa
liar, mikroorganisme dan plasma nutfah ) daersh,

4. Pengaturen pemanfaatan keanekaragaman hayati ( tumbuhan, satwa liar,
mikroorganisme, plasma nutfah } dzerah,

5. Pengaturan. kebijakan blaya efektif { cost Efectiveness ) dalam mengalokasikan
sumber daya dan lingkungan,

PELAKSANAAN

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Pembinaan terhadap masyarakat SLM pengelclaan lingkungan hidup.

. Perlindungan kearifan lingkungan dalam konservas! sumber daya alam dan

pengelolaan lingkungan hidup.

Pelaksanaan pengkajlan dan valuasi ekenomi lingkungan di daerah.

Pelaksanaan pelatihan dengan pedoman yang ditetapkan oleh pamerinizh.

Penllaian amdal bagi kegiatan-kegiatan wajlb AMDAL di luar kewenangan pusat

dan propinsi yang lokasinya di lingkungan daerah.

Peningkatan kelembagaan untuk program periindungan lapisan ozon dengan

penghapusan Bahan Perusak Ozon { BPQ ).

Soslalisasi tentang program perlindungan lapisan ozon dan penghapusan Bahan

Perusak Ozon { BPO ). .

. Soslalisas) antisipast dampak percbahan Iklim.

10, Sesialisasi tentang antisipasi dampak hujan asam,

11. Penegakan hukum terhadap pelanggaran baku, Mutu, Emisi Sumber Bergerak
dan Sumber tidak Bergerak spesifik { semen, PLTU, bala, kertas ).

12. Pengukuran mutyu udara ambient { permukiman, perkotaan dan industrd).

13. Pengendalian dampak percemaran air di lIngkungan daerah.

14. Pengendalian limbah calr domestik di lingkungan daerah.
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15. Penegakan hukum pelanggaran baku mutu limbah cair { BMLC).

16. Peningkatan kebersihan kota.

17. Perizinan lahan aplikasi.

18. Penyusunan neraca sumber daya alam daerzh

19. Pengelolaan daerah pelyangga sungai, sempadan sungai, sempadan sity,
kawasan lindung/hutan kota,

PENGAWASAN

1. Pengawasan potens! sumber daya alam laut kurang dari 4 mil dan pesisir ke

dalam valuasi ekonomi.

Pengawasan kondisi dan potensi serta kerusakan keanekaragaman hayati daerah,

Pengawasan species iangka yang dilindungi.

Pengawasan terhadap perdagangan species langka/dilindungi.

Pengawasan terhadap akses sumber daya genetika,

Pengawasan pengendalian kerusakan dan pencemaran tanah daerah.

Pengawasan pengendalian kerusakan tata air daerah.

Pengawasan penataan baku mutu air limbah dari kegiatan { industri, hotel,

rumah sakit, restoran dan lain-lain ).

9. Pengawasan dan evaluasi terhadap industri-industri yang telzh memakai Bahan
Perusak Czan { BPQO ).

10. Pengawasan dengan pengukuran emisi kenderaan bermotor di jalan raya {road
side monltoring ).

11, Pengawasan pengelolaan sampah domestik.

12. Pengawasan pengendalian kerusakan hutan daerah,

13. Pengawasan penerapan dokumen AMDAL (RKL/RPL) dan UKL/DKPL bagi kegiatna
usaha yang berada di wilayah kota.

DNV A LN

PEMANTAUAN

1. Pemantausn terhadap peraturan dan standar international yang akan
diberfakuken di nasional dan daerah.

4. Pelaksanaan inventarisasi data dan pemantauan serta penglitian kemungkinan
dampak yang akan terjadi di daerah.

3. Pemantauan dan iventarisasi terhadap industri-industri yvang memakai bahan
perusak ozon { BPO ).

4. Pemantauan kualitas air hujan { hujan asam ) meliputi deposisi asam.

5. Pemantauan dan iventarisasi emisi Gas Rumah Kaca ( GRK } dan tindakan
penetapan program untuk pengurangan emisi GRK {pananaman hutan kota ).

6. Pemantzuan pencemaran udara disekitar sumber tidak bergerak spesiflk {semen,

PLTU, baja, kertas ).

Pemantauan emisi sumber tidak bergerak.

Pemantauan emisi sumber bergerak (emisi gas buang kendaraan bermotor 3

Pemantuan kualitas udara ambient dari asap kebakaran hutan dan lahan.

0. Pemantauan tingkat kebisingan lingkungan (sekitar industri, lakasi padat lalu

lintas dan lokasi proyek pembangunan qedung/bendungan ).

11, Pemantauan tingkat kebauan lingkungan (disekitar industri, TPA dan pasar ).

12. Pemantauan tingkat getaran di daerah.

13. Pemantauan tingkat kualitas air meliputi air limbah dan air permukaan {sungat,
danau dan laut kurang dari 4 mil).

14. Pemantauan kualitas air tanah,

15. Pemantayan kawasan konservasi air.

16. Pemantauan oprasional perdagangan satwa langka/dilindungi.

17. Pemantauan terhadap penghasilan imbah B, 3.

18. Pemantauan dan pengawasan sistem tanggapan darurat serta penanggulangan
bencana lingkungan. ' :
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19. Pemberian rekomendasl dari layak lingkungan bag izin usaha atau kegiatan di
wilayah kota.

19.BIDANG KEPENDUDUKAN

1. Penetapan kebijakan dinamika kependudukan yang mendukung pembangunan
daerah sesual dengan arah kebijakan kependudukan nasional.

2. Pelaksanaan penataan persebaran penduduk.

Penetapan kelompok (segmentasi) penduduk sasaran mobilitas penduduk.

Penetapan areal tujuan mobilitas penduduk.

Kerjasama antar kabupaten/kota dalam moabilitas penduduk.

Komuntkasi, informasi dan edukasi (sosialisasi, advokasi, motivasi) tentang

mobilitas penduduk (potensi SDA dan SDM).

e. Pelayanan/fasilitas tentang mobilitas penduduk
f. Pelayanan penampatan pendudik.
g. Pelayanan peningkatan sosial ekonomi.

Penataan urbanisasi dan migrasi non permanen di lingkungan daerah.

Penetapan tingkat fertilitas dan kesehatan reproduksi penduduk dasrah,

Penetapan tingkat morbiditas dan mortalitas penduduk.

Pelaksanaan pengembangan kualitas penduduk,

Penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberdayaan penduduk.

Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan.

Penetapan rencana kependudukan daerah yang mengacu pada arah kependudukan

nasional, '

10. Pemantauan perkembangan kependudukan daerah berdasarkan rencana Indikator
kependudukan baku strategls.

11. Penetapan proyeksi penduduk {jumlah, mutu, struktur dan komposisi).

12, Peryelenggaraan analisis dampak kependudukan.

13. Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor di daerah berdasarkan
perencanaan kependudukan daerah.

14, Penyelenggaraan  sfstem  administrasi  kependudukan  (pendaftaran/pencatatzn
penduduk yang berkaftan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, percerajan,
perpindahan, adopsi, pengakuan anak, naturzlisasi dan pencatatan perubahan atss
status penduduk, termasuk bicdata penduduk).

13. Fenerbitan Kartu Keluarga (KK} dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

16, Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKET).

17. Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KIK).

18. Penerbitan Karlu Penduduk Sementara.

19. Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman.

20, Penerbitan Akte Catatan Sipll.

21, Penetapan biaya pelayanan Akte Catatan Sipil.

22. Panyelenggaraan sistern Informasi kependudukan.

23, Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.

24. Panyalenggaraan jaring informasi kependudikan.

25. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan.

26. Penyedigan dan pelayanan informasi persebaran penduduk dan potensi SDM
berdasarkan kompetensi
a. Pengumpulan data dan identifikasi persebaran dan potensi penduduk dan potensi

sumber daya
¥. Pengumpulan datz dan identifikasi mobilitas penduduk
¢. Analisis data persebaran dan potensi penduduk berdasarkan daya dukung dan
daya ampung lingkungan

Pembuatan Informast persebaran dan potensi penduduk

Pelayanan informasi persebaran dan potensi penduduk

. Pembentukan dan pengembangan jaringan informast

27. Monltaring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan mobilitas penduduk
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20.BIDANG QOLAH RAGA
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24,

Bidang Pernuda dan Olahraga

. Penyusunan dan penetapan program kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.
. Pelaksanaan pengeiofaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan,
- Pelaksanaan penilaian hasil kegiatan kepemudzan dan keolahragaan.

Penyusunan rencana, pengadaan, pendistribusian, pendayagunaan dan perawatan
sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastrukiur kepemudaan dan
keolahragaan.

. Pengadaan madul pembelajaran pragram kepemudaan dan keolahragaan.

Perencanaan kebutuhan, pengadaan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan

kealahragaan.

a. Perencanaan formasi tenaga teknis kepemudaan dan keglahragaan.

b. Perencanaan pengadaan (perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan
dan pengangkatan) tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan,

¢. Perencanaan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.

Pelaksanaan metasi tenaga teknis kepemudaan dan keclahragaan,

a. Pelaksanaan pengangkatan dan penempatan tenaga teknis kepemudaan dan
keclahragaan.

b. Pelaksanaan keoaikan pangkat tenaga teknis kepemudaan dan keolahragaan.

C. Pelaksanaan pemberhentian/pemensiunan tenaga teknis kepemudaan dan
keolahragaan.

d. Pelaksanaan alih tugas tenaga teknis kepemudaan dan keclahragaan.

Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional dan

kesejahteraan, penghargaan dan perindungan tenaga teknis kepemudaan dan

keclahragaan..

a, Pelsksanaan penyusunan rencana pembinzan dan  pengembangan  karir,
kemampuan profesional dan kesefshteraan teraga teknis kepermudasn dan
keclabragazan.

b. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karir, kemampuan profesional,
kesejahteraan tenaga kerja kepemudaan dan keolahragaan.

¢. Pemberian penghargaan dan perlindungan tenaga kependidikan TK, SD, SLTP,
SMU, SMK, PLS, kepemudaan dan keolahragaan.

Pemberian penghargaan dan perlindungan kepemudaan dan keolahragaan.
Perencanaan dan penganggaran biaya program kepemudaan dan keolzhragaan.
Pelaksanaan kerjasama dalam dan luar negeri hidang pemuda dan olahraga.
Pelaksanaan monitoring dan  evaluasi kinerja  lembaga  kepemudazan dan
keolahragaan.

Pemberian dukungan pelaksanaan olahraga di masyarakat dan  kegiatan
kepemudaan.

Pelaksanaan pangembangan olzhraga masyarakat/tradisional,

Pelaksanaan sertifikasi tenaga ahfifprofesional bidang pemuda dan olahraga.
Penetapan petunjuk pelaksanaan dan pemberian dukungan peran serta masyarakat
di bidang kepemudaan dan kealahragaan,

Pembangunan prasarana dan sarana olahraga di bawah Kebijaksanaan pemerintah
Kota Padang.

Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi keolahragaan,

Melaksanakan pemberdayaan organisasi dan kegiatan kepemudaan

Melaksanakan pemberdayaan Paskibraka Tingkat Kota.

Melaksanakan seleksi pertukaran pemuda

Mendorong perkembangan prestasi olahiraga.

Menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan keclabragaan di sekolzh dan  luar
setkolah.

Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan olahraga dt sekolah dan luar sekolah.

51



21. BIDANG KEARSIPAN

A. Permbinaan Kearsipan

9

mh W e
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10.

+

-*

Mengangkat dan memberhentikan pejabat fungsional Arsiparis;

Melaksanakan pentlaian dan penetapan angka kredit Pejabat Fungsfonal Arsiparis

Golongan/Ruang : TI/b sampai dengan I11/d |

Menyelengarakan pendidikan dan  fatihan  pejabat Fungsional  Arsiparis

Golongan/Ruang : Ii/ b sampai dengan ITI/d ;

Menyelenggarakan blmbingan teknis kearsipan (arsip dinamis dan arsip atatis) ;

sh::tr}y]elenggarakan bimbingan dar konsultasi kearsipan {arsip dinamis dan arsip
5)

Menyelenggarakan penyuluhtan dan pemasyarakatan kearsipan ;

Menyelenggarakan Publikast dart pameran kearsipan ;

Menetapkan dan menyetujui jadwal retensi Arsip lembaga perangkat Daerah

Memberikan persetujuan pemusnahan arsip lembaga perangkat Daerah ;

Menyelenggarakan pangendalian dan monitoring penyelengarakan kearslpan;

11. Memberikan layanan jasa kearsipan ;
12. Menyelenggarakan sistem jaringan informasi kearsipan ;
13. Melakukan penelitian dan pengembagan aplikasi sistem kearsipan.

B. Pengelolaan Arsip.

1.
2
3.

@O b
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Menyimpan dar mengolah arsip aktif,

Menyimpan dan mengolah serta memberikan fayanan arsip in aktif.

Melaksanakan penilalan dan akuisisi arsip dari :

a. Organisasi massa, organisasi politk, organisasi profesi, lembaga swadaya
masyarakat, Badan Usaha dan organisasi lainnya sepanjang organisasi
induknya tidak menentukan lain dan sesuai dengan wilayah kerfanya.

b. Lembaga Perangkat Daerah.

¢. Badan Usaha Milik Daecah ,

d. Arsip perorangan selain arsip perorangan yang masuk kategor! berskala
nasional,

Menyimpan dan mengolah arsip statis ;

Memberikan' [ayanan arslp statis ;

Menyelenggarakan penerbitan naskah sumber arsip ;

Melaksanakan pemeliharaan arsip dinamis;

Melaksanakan pemelitvaraan arsip statis ;

Melakeanakan perawatan dan restorati arsip statis ;

Meilaksanakan aiih media dan reproduksi arsip statis.

{. Kerjasama Kearsipan

N

Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antar iembaga perangkat daerah,
Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan antar Daerah Kabupaten dan Kota,
Melaksanakan keordinasi bidang kearsipan dengan Pemerintah Propinsi,
Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan dengan Arsip Nasional Repubiik
Indenesia,

Melaksanakan koordinasi bidang kearsipan dengan fembaga/instansi luar negeri,

22, BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA.

SV R

Penyarasian indikator keluarga sejahtera.

Penetapan hasil kiasifikasi dan profil keluarga sejahtera.
Penyerasian kriteria pemberdayaan ekonomi keluarga.

Penetapan syarat-syarat pambentukan kelompok UPPKS.

Penetapan pengembangan kualitas produik UPPKS,

Penetapan pengembangan UPPKS sebagai lembaga keuzangan mikro.
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Penetapan skim kredit bagi kelompok UPPKS,

Penetapan lkriteria dalam pengembangan ketrampilan anggota UPPKS.
Penetapan pengembangan kelompok UPPKS, temu mitra usaha ekonomi mikro
pedesaan,

. Penetapan pengembangan pendampingan kelompok UPPKS,
. Penetapan bentuk bimbingan pengelola modal usaha dan pengembangan kualltas

produk dan pemasaran hasi! UPPIGS.

. Penetapan syarat penyediaan dan penyaluran kredit bagi usaha dan peningkatan

ketrampilan

. Penﬂ:lblnga;l dan fasllitasi teknologi tepat quna.

Penetapan matert penyebariuasan Informasi praduk unggulan kelompok UPPKS.

- Penetapan kriteria pemberian sertifikat kelayakan usaha ( SKU) bagi ketornpok

UPPKS.
Pengembangan dan pemillkan media advokasi dan KIE.
Pengembangan prototype media komunikasi,

- Pengembangan dan pengadaan sarana media komunikasi antara lain : MUPEN,

MPC, dan sarana komunikas! falnnmya, -

+ Penyerasian kriteria pembinaan ketahanan keluarga.

. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi keglatan advokasi dan KIE.

. Penyediaan fasilitas bagl kelompok BKB, BKR, dan BKL

. Penyelenggaraan bimbingan BKB, BKR, dan BKL,

. Pembinaan, pemantapan ketahan keluarga.

. Penyelenggaraan dan fasilitas! peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam

pelaksanaan program KB/KR dan KS/PK.

- Penyelenggaraan perfindungan dan penghapusan tndak kekerasan dalam

kesehatan reproduksl terhadap perempuan, anak dan remaja dalam pelaksanaan
program KB/KR dan KS{PK.

Penetapan materi promaosi KS/PK.

Penyelenggaraan monltoring dan evaluasi reproduksi remaja,

Penetapan kebijakan pengelofaan kesehatan reproduksi remafa.

Penetapan sasaran program kesehatan reproduksi remaja.

. Penetapan prioritas keglatan program kesehatan reproduksi remaja.
. Penyelenggaraan kemltraan pelaksanaan program kesehatan reproduksi remaja

balk antar sector pemeriniah maupun dengan LSOM.
Penetapan media KIE kesehatan reprodukst remaja yang sesuai kondis! sasaran,

. Penetapan materi termasuk isi pesan dan design kesehatan reproduksi remaga

sesual dengan kondisi sasaran.
Penyelenggaraan dukungan kegiatan remafa positif.

. Penetapan fasllitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelorpok oteh pendidikan

sebaya dan konsalor sebaya kesehatan reproduks! remaia.

. Penetapan fasiiitas dukungan pelaksanaan penyuluhan kelompok bagi ketusrga

dalam program kesehatan reproduksi remaja.
Penetapan system pembinaan program kesehatan reproduksi remaja.
Fengembangan/pembinaan pusat informasi dan konsultas! remala.

. Pemberdayaan tenaga pendidik sebaya dan konselor sebaya program kesehatan

reproduksi remaja.

. Pengembangan SDM pendiilk sebaya dan konselor sebaya program kesehatan

reproduksi remaa,

. Promos| dan KIE kesehatan reproduksi remaja baik remaja maupun keluarga.
. Pelaksanaan monltoring dan evaluasl program kesehatan reproduks| remaga.
. Penetapan kriveria dan sasaran pengendalian kelahlan.

Penyelenggaraan penyuluhsan KB/KR.

. Pembinaan penyuluhan KB/KR

. Panyelenggaraan pelayanan KB/KR.

. Penyerasian kriteria kelayakan tempat pelayanan KB/KR.

. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta pemerintah.

. Penetapan jaringan pelayanan KB/KR jalur swasta dan masyarakat.
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Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB/KR,

Pemantauan mutu pelayanan KB/KR.

Pemantauan mutu alat dan obat kontrasepsi,

Pengembangan jaringan rujukan pelayanan KB/KR.

Fenstapan materi promosi KB/KR,

Penetagan materi promasi KB/KR.

Penetapan dan pengembangan isi pesan dan KIE KB/KR.

Penyerasian standar kualitas pelayanan KB/KR,

Melaksanakan pembinazn peserta KB mandiri.

Penyediaan dukungan alat dan obat kontrasepsi.

Penetapan perkiraan "unmet — need ™ KB.

Penetapan perkiraan peserta KB yang drop out.

Penetapan perkiraan sasaran program KB menurut tahapan keluarga sejahtera.
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program KB/KR.

Pengelolaan informasi dan data demografi, KB dan keluarga.
Penyelenggaraan pendataan keluarga.

Penyelenggaraan pengelolaan informasi dan data demografi KB dan keiuarga
Penyelenggaraan analisa data kependudukan,

Pembinaan kelembagaan dan institusi.

Penyerasian kriteria operasionalisasi pencatatan dan pelaporan pelayanan KB/KR
dan KSPK.

Penyelenggaraan pendampingan dan pembinaan institusi masyarakat.
Penyelenggaraan administrasi, monitoring, pefaporan dan evaluas pelayanan
penggunaan alokon.

Penetapan penggunaan data keluarga.

Pengelolaan pendataan, pemetaan dan penomoran keluarga.
Penyelenggaraan orientasi petugas pendataan.

Pembinaan kader pengelola kegiatan bina keluarga.

Pembinaan dan penilaian penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan KB.

Pembinaan kelembagaan dan institusi pelayanan keluarga berencana/kesehatan
reproduksi dan keluarga sejahtera.

Penetapan pelaksanaan mekanisme program KB/KR.

Penyerasian kipsifikasi pentahapan institusi masyarakat pedesaan.

Penetapan sasaran pengembangan dan peningkatan kualitas institusi masyarakat
pedesaan.

Penetapan sarana kerja bagt kader institust masyarakat pedesaan.

Penetapan sarana kerja bagi penyuluh KB/petugas kapangan XB.

Penetapan petunjuk teknis operasional institusl masyarakat pedesaan.
Penetapan tata kerja penyuluh KB,

Penetzpan petunjuk teknis peningkatan peran serta LSM.

Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran serta institusi masyarakat
pedesaan.

Penyelenggaraan SIDUGA { Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga).

23, BIDANG PERTANAHAN

L
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Pamberian ijin lokasi.

Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan.

Penyelesaian sengketa tanah garepan.

Penyelesalan masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk kepentingan
pembangunan.

Penyelesalan subjek dan objek redistribust tanah, serta ganti kerugian tanah
kelebihan maksimum dan tanah absentee,

Penetapan dan penyelasaian masalah tanah ulayat.

Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong.

Permnberian ijin membuka Bnah.

Parencanaan penggunaan tanah wilayah kota.
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24, BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ADMINISTRASI PUBLIK

1. Memhantu_menyeienggarakan kegiatan di bidang Pemilihan Umum serta mengadakan
kemunikasi, konsulkasi dan kerfasama dengan semua aparatur Pemerintzh dan dengan
semua kekuatan organisasi politik dalam rangka membina serta memelihara stabilitas

politik.

2. Meiakukan kegiatan untuk mengembangkan pengenalan dan persiapan  Ideologi

Pancasila serta pembinaan kesatuan bangsa

3. Menyusun rencena dan Program pengendalian sertz peiaksanaan dalam rangka

memelihara dan menetapkan ketertiban umum

4. Melakukan kegfatan untuk menciptakan situasi kendisi yang diperlukan dalam rangka

terwujudnya stabilitas pilitik, ekonomi dan sosial budaya
Melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Pelaksanaan Manajemen kepegawaian.

Penyelenggaraan kearsipan Daerah.

Menyelenggarakan kegiatan administrasi kependudukan.

. Penvelenggaraan statistik Daerah.

10. Penyelenggaraan pemetaan Daerah.

11. Penyusunan tatalaksana pelayanan administrasi kependudukan.
12. Penegakan Hak Azazi Manusia (HAM).

LR RNE T

25. BIDANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Kecamatan,
Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan pemekaran Kelurahan,

badl o o

pedoman dari Pemerintah.

e

dan Kelurahan,
Penyusunan perencanaan Kots,

&

Pemerintah.
7. Penyusunan formas! Perangkat Daerah.
8. Penempatan relokasi pegawal.
S. Pelaksanaan kerjasama Daerah dengan Lembaga/Badan luar negeri,
10. Penyusunan pelaksanaan Satuan Pamong Praja.
11. Pelaksanaan pembentukan Asosiasi Pemerintah Daerah dan Asosiasi DPRD.
12. Pelaksanaan pembentukan dan pengeleolaan badan Usaha Milik Daerah.
13. Penyusunan tata tertib DPRD.
14. Pelaksanaan tugas pembantuan,

Pelaksanaan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota Daerah sesuaf

Penetapan kebifakan perubahan batas, nama dan pemindahan ibukota Kecamatan

Penyusunan Organisasi Tatalaksana Perangkat Daerah sesuai pedoman dari

15. Penyusunan tata cara pencalonan, pemilihan dan pengangkaten Kepala Daerah.
16. Penyusunan tata cara periangguny jawaben dan pemberhentian Kepala Daerah,
17. Penyusunan kedudukan keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta

kedudukan keuangan DPRD.
18. Pelaksanaan pertanggungjawaban Kepala Daerah.
19. Pelaksanaan perhitungan APBD dan perubahan APBD.
20. Penyeienggaraan Otcnomi Daerah di Kotz Padang.
21, Pelzksanaan pengawasan keuangan Daerzh

22. Pelaksanaan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dan Sumber pembiayaan lainnya.
23. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan perkotaan dan pelaksanaan kewenangan

Daerah di kawasan otorita sejenisnya.
24. Penggalian sumber PAD.
25. Penetapan retribusi Daerah.
25. Penetapan pajak Daerah.
27. Pengaturan tatalaksana pemungutan pajak Daerah,
28. Penyelenggaraan pemungutan pajak Daerah.
29. Penyelenggaraan pemungutan retribusi Daerah.
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26. BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN DAERAH

1.

Wb w

Menyusun dan menetapkan anggaran Pendapatan dari berbagai sumber serta
menyusun dan menetapkan alokasi Belanja baik Belanja Aparatur, Belanja Publik
maupun Modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dagrah {APBD).

Melakukan pengkajian terhadap adanya jenis Pajak/Retribusi baru vang memiliki
potensi besar untuk pemasukan ke Kas Dagrah selain yang telah diatur dengan
Undang-Undang/Peraturan Pemerintah tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
Mefakukan penatausahaan terhadap penerimaan dan pengeluaran dana Daerah .
Melakukan evaluasi secara periodik terhadap sumber dan pengqunaan APED.
Melakukan upaya pengkajian dan usulan ke pemerintah pusat untuk menarmbah dana
perimbangan dalam rangka memenuhi pengeluaran pemerintah daerah.s

27. BIDANG HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Penetapan Peraturan Daerah,

1. Pelaksanaan penyuluhan Hukum di Daerah,

2. Penyusunan Peraturan Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pemerintahan.

3. Pengawasan dan penegakan hukurm atas pelaksanaan produk Hukum Daerah.

4, Penyzlenggaraan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum di lingkungan Perangkat

Daerah
5. Penyusunan perencanaan dan program pembangunan bidang hukum dan perundang-
undangan,
2B. BIDANG PENERANGAN

1. Penetapan kebijakan pembanrgunan bidang komunikasi dan informasi daerah;

2. Pelayanan komunikasi dan informasi tentang berbagai kebijakan dan program
pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Pusat:

3. Melaksanakan kegiatan pameran pambangunan;

4. Menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan  Pemerintahan
Daerah secara timbal balik dan pelaksanaan publikasi Pemerintahan Daerah;

5 Kanalisasi aspirasi dan kepentingan masyarakat vang dikemunikasikannya sebagat
miasukan bagi Pemerintah Dasrah;

5. Koordinasi pelaksanaan dan pelayanan komunikasi dan informasi lintas sektor;

7. Pengamatan dan analisa perkembangan Informasi yang dilakukan oleh media massa
melalui kegiatan monitoring, kliping pers dan rekaman infarmasi;

8. Membentuk dan pemberdayaan kelompok komunikasi sosial dan pemberdayaan
masyarakat di bidang komunikasi dan informasi;

9. Mendorong tenwujudnya masyarakat yang berbudaya informasi

10. Pembangunan jaringan komunikasi dan Informasi daerah melalui  kegiatan
pengumpulan, penyusunan, pengoiahan dan penyajian data pembangunan;

11, Kerja sama di bidang komunikasi dan informasi antara Pemerintah Daerah dengan
berbagai pihak antara lain dengan kalangan media massa, Perguruan Tinggl, LSM,
Pemda Kabupaten/Keta tetangga, propinsi dan negara tetangga;

12, Pemberian izin dan pengawasan izin usaha perfiiman ;

13. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian peredaran film, kaset Video, VCD, CD
RoOm dan seienisnya;

14. Memberikan pertimbangan kehijakan PAD yang berasa} dari jasa, komunikasi dan
informasi ;

15, Sosialisasi produk-produk hukum melaiui media cetak, media hakohumas, media
baru, radio/TV swasta dan Pemerintah, pameran pertunjukan film keliting, mabit unit
keliling dan pemanfaatan komunikasi telemotika.

16. Penyelenggarsan perjanjisn  dan persetujuan intemasional atas nama daerah
dibidang komunikasi dan informasi.

i7. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan bidang komunikasi dan  informasi

aparatur.

56



